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Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan perjuangan di Karesidenan 
yang ada di Indonesia dalam Agresi Militer Belanda yakni Karesidenan 
Pekalongan yang ada di Jawa Tengah, yang meliputi wilayah Batang, Pekalongan, 
Pemalang, Tegal dan Brebes. 
Peneliti menekankan fokus penelitian pada bagaimana perlawanan 
Karesidenan Pekalongan dalam Agresi Militer Belanda I dan II saat situasi bangsa 
Indonesia baru merdeka. Beberapa peristiwa dan masalah di Karesidenan 
Pekalongan yang terjadi pasca Kemerdekaan seringkali menimbulkan perpecahan 
di dalam wilayah Karesidenan Pekalongan, terbukti dengan adanya Peristiwa 
Revolusi Sosial “Tiga Daerah” dan Agresi Militer Belanda yang melanda wilayah 
Ini menyebabkan Perpecahan di Karesidenan Pekalongan. 
Di Karesidenan Pekalongan, proklamasi membawa dua arah angin yang 
berbeda, di satu sisi rakyat menanggapinya dengan penuh kegembiraan terutama di 
kalangan nasionalis namun di sisi lain disambut kebingungan oleh kalangan elite 
birokrasi. Akhirnya Proklamasi melahirkan dilema bagi para pejabat setempat 
dalam menentukan sikap terhadap pejabat sipil dan militer yang masih berkuasa di 
karesidenan Pekalongan. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses Perlawanan di Karesidenan 
Pekalongan dibagi kedalam beberapa tahapan, yakni Tahapan pertama yaitu 
tahapan perlawanan saat Agresi Militer Belanda I pada tanggal 25 Juli – 2 Agustus 
tahun 1947. Tahapan selanjutnya ialah tahapan Pindahnya Pusat Pemerintahan 
Karesidenan Pekalongan pada 3 Agustus tahun 1947. Pada tahap selanjutnya dapat 
disebut dengan tahapan tantangan, karena di sekitar tahun ini Pemerintahan 
Karesidenan Pekalongan harus Menjalankan Pemerintahannya di wilayah lain 
serta menghadapi pasukan Belanda saat Agresi Militer Belanda II pada 15 Agustus 
1947 sampai 20 Desember 1948. Tahap selanjutnya dapat dikatakan tahapan 
Akhir, yakni antara 21 Desember 1948 hingga tahum 1949an,  di mana pasukan 
Indonesia dapat Mengusir Pasukan Belanda yang menyebabkan kembalinya 
wilayah Indonesia termasuk Karesidenan Pekalongan. 
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This research aims to describe the struggle of people in residence  in 
Indonesia in the Dutch Military Aggression the residence of 
Pekalongan  in Central Java, which covers the area bars, Pekalongan, Pemalang, 
Tegal and Brebes. 
Researchers stressed the focus of research on how people resistance 
Residence Pekalongan in Dutch Military Aggression when the situation 
of Indonesian nation newly independent. Some of the events and problems in 
the residence of Pekalongan that occurred after the independence often cause 
division in the residence area of Pekalongan, proven by the existence of events 
social revolution "Three Districts" and the Dutch Military Aggression that hit this 
region causes division in Pekalongan Residence. 
 Residence in Pekalongan proclamation to bring two different wind 
direction, in one side of the people responded with great joy and especially in the 
nationalists but on the  other hand was welcomed by the confusion among 
the elite bureaucracy. Finally the proclamation bore the dilemma for local officials 
in determining attitudes toward the civil and military officials who are still in 
power in Pekalongan residence. 
The results of the study showed that the process of resistance of the 
people in the residence of Pekalongan were divided into several stages of the 
stages of the namely stages of resistance when the Dutch Military 
Aggression I on 25 July - 2 August 1947. The next phase is the stage by The 
Center of residence rule in Pekalongan on 3 August 1947. In the next stage can be 
called with the stages of challenges, because around this year reign of Residence 
Pekalongan must run in  other areas as well as the face of the Dutch troops when 
the Dutch Military Aggression II on 15 August 1947 until 20 December 1948. The 
next stage can be said last phase, i.e. between December 21 1948 until 1949s, 
where  Indonesian troops to expel the Dutch forces that cause the return of the 
territory of Indonesia including Residence Pekalongan. 
 





MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
“Aja Adigang, Adigung, Adiguno” 
Jaga kelakuan tata krama, jangan sombong dengan kekuatan, kedudukan, ataupun 
latar belakang mu. 
 
“Apakah gunanya seseorang belajar filsafat,sastra,teknologi,ilmu kedokteran,atau 
apa aja, jika pada akhirnya ketika ia pulang ke daerahnya ia berkata :Disini aku 
merasa asing dan sepi” 
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20.000 prajurit 
Demarkasi :Garis pemisah yang ditentukan dalam perundingan gencatan 
senjata oleh pihak yang berperang 
Dombreng :Aksi massa mengarak para pejabat setempat yang tidak 
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Karesidenan :Pembagian administratif  dalam sebuah provinsi di Hindia  
Belanda dan kemudian di teruskan oleh Indonesia hingga  
tahun 1950an. 
Lenggaong  :Gerombolan bayaran (bandit) 
Resimen :Pasukan tentara terdiri beberapa battalion yang biasanya 
dikepalai oleh seorang perwira menengah. 
Residen :Pegaiwai pamong praja yang mengepalai daerah bagian  
provinsi yang meliputi  beberapa kabupaten. 
















AMRI :Angkatan Muda Republik Indonesia (salah satu badan 
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AMRI-I :Angkatan Muda Republik Indonesia – Islam, Terbentuk di 
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KST : Korps Speciale Troepen  ( pasukan khusus dibawah pimpinan  
Westerling 
KNIP   : Ketua Komite Nasional Indonesia Pusat 
NICA :(Netherlands Indies Civil Administration), pemerintahan sipil 
Hindia Belanda yang dipersiapkan untuk memerintah kembali 
setelah Jepang Kalah 
VOC :(Vereningde Oost Indische Compagnie), Maskapai Hindia 
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A. Dasar Pemikiran 
Di dalam negara kesatuan seperti Indonesia, membicarakan sejarah lokal 
bukan berarti berfikiran mundur, karena banyak peristiwa sejarah di tingkat lokal 
merupakan dimensi dari sejarah nasional, untuk mengetahui kesatuan yang lebih 
besar, bagian yang lebih kecil itupun harus dimengerti dengan baik. Dikemukakan 
oleh Sartono Kartodirdjo, seringkali hal-hal yang ada di tingkat nasional baru bisa 
dimengerti dengan baik apabila kita mengerti dengan baik pula perkembangan yang 
ada pada tingkat yang lebih kecil.
1
 
Proklamasi kemerdekaan merupakan titik dimana perjuangan Indonesia dalam 
meraih kemerdekaannya. Adanya proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 lahirlah 
Indonesia menjadi suatu negara dan bangsa yang merdeka. Setelah itu perjuangan 
bangsa Indonesia memasuki tahap baru, yaitu perjuangan mempertahankan 
kemerdekaan terhadap ancaman Belanda yang ingin menguasai kembali bumi 
Nusantara. Usaha mempertahankan kemerdekaan tidaklah mudah melainkan harus 
disertai tekad dan pengorbanan besar yang dijiwai semangat patriotik dan  
nasionalisme Indonesia. 
                                                             
1
 Sartono Kartodirdjo, Elite Dalam Perspektif Sejarah (Jakarta: LP3ES dan Yayasan Obor Indonesia, 
1981), hal. 35. Lihat juga I Gede Wijaya, Sejarah Lokal Suatu Perspektif Dalam Pengajaran Sejarah 
(Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989), hal. 14. 
2 
 
Sikap pemerintah Republik Indonesia semula cenderung kepada sikap 
perjuangan diplomasi dalam rangka usaha menanggulangi ancaman bahaya 
penjajahan kembali Belanda yang membonceng Sekutu, sehingga pada awal tahun 
1946 Pemerintah RI merintis perjuangan diplomasi untuk mendapat pengakuan  
internasional. Oleh sebab itu, pada tahun 1946 diadakan genjatan senjata melalui  
perundingan Linggarjati. Persetujauan ini baru tercapai tanggal 15 November 1946 




 Belanda kemudian melancarkan Agresi Militer pada tanggal 21 Juli 1947 
dengan dalih penafsiran Perjanjian Linggarjati, bahwa Indonesia merupakan Negara 
Federal yang masih di bawah kekuasaan dari Negeri Belanda
3
 serta Belanda menuduh 
pihak Indonesia telah malakukan aksi pelanggaran Perjanjian Linggarjati. Agresi 
Belanda ini menyebabkan sebagian besar wilayah Indonesia dikuasai oleh pasukan 
Belanda, gerakan militer ini dimulai secara serentak pada tanggal 21 Juli 1947 di 
kota-kota terpenting di Sumatera, Jawa dan Madura. Salah satu tempat yang dikuasai 
oleh pasukan Belanda adalah Karesidenan Pekalongan, yang merupakan suatu 
Karesidenan
4
 yang berada di pesisir utara pulau Jawa. Karesidenan ini terdiri dari 
                                                             
2
Kodam VII Diponegoro, Sedjarah Militer Kodam VII/ Diponegoro (Semarang: Sirnaning Yakso 
Katon Gapuraning Ratu, 1968), hal. 265. 
3
 Rushdy Hoesein, Terobosan Sukarno dalam Perundingan Linggarjati (Jakartra: PT. Kompas Media 
Nusantara, 2010), hal. 203. 
4
 Karesidenan adalah sebuah pembagian administratif dalam sebuah provinsi di Hindia  Belanda dan 
kemudian di teruskan oleh Indonesia hingga  tahun 1950-an. Sebuah karesidenan (regentschappen) 
terdiri atas beberapa afdeeling (kabupaten), yang dipimpin oleh Residen. 
3 
 
Kabupaten Pekalongan, dengan kota Pekalongan sebagai Ibukotanya, menyusur ke 
barat dengan kabupaten-kabupaten Pemalang, Tegal dan Brebes.
5
 
Letak geografis Karesidenan Pekalongan yang berada diantara dua kota besar 
yaitu Cirebon di sebelah Barat dan Semarang disebelah Timur menyebabkan kota ini 
tidak luput dari serangan pasukan Belanda. Masyarakat di Karesidenan Pekalongan 
tidak tinggal diam, banyak yang melakukan perlawanan seperti para Tentara 
Indonesia yang melakukan perlawanan di wilayah Wiradesa dan Pemalang,
6
 para 
tentara ini tergabung dalam Divisi 3 dari Resimen 13, serta  Laskar Hizbullah oleh 
santri-santri di Pekalongan. 
Untuk menghambat pasukan Belanda, tentara Indonesia menghancurkan 
jembatan-jembatan yang ada di jalan menuju Pusat Pemerintahan Karesidenan 
Seperti di Jembatan Comal dan Seragi.
7
 Bukan hanya masyarakat pribumi saja yang 
melakukan perlawanan, para masyarakat Tionghoa pun ikut dalam membantu 
perlawanan tersebut, mereka tergabung dalam Chung Hua Tsung Hui (C.H.T.H) 
Pekalongan
8
, namun perlawanan tersebut tidak dapat membendung pasukan Belanda 
dan akhirnya Karesidenan Pekalongan harus jatuh ke tangan pasukan Belanda pada 
tanggal 3 Agustus 1947. 
                                                             
5
 Anton Lucas, Peristiwa Tiga Daerah revolusi dalam revolusi (Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, 
1989), hal. 9. 
6
 A.H Nasution, Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia Jilid 5 (Jakarta : Sejarah AD dan Angkasa, 
1978), hal. 218. 
7
 Pierre Heijboer, Agresi Militer Belanda Merebutkan Pending Zambrut Sepanjang Katulistiwa 1945- 
1949 (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 1998), hal. 57. 
8
 Buku Peringatan Ulang Tahun ke X Chung Hua Tsung Hui Pekalongan (1965), hal. 3. 
4 
 
Sebelum kedatangan Pasukan Belanda di Pusat Pemerintahan Karesidenan di 
kota Pekalongan, masyarakat Pekalongan sudah meninggalkan wilayah tersebut 
menuju ke arah selatan dari pusat kota Pekalongan. Di dalam buku karya Yusra Abrar  
dan  KH Ramadhan  yang berjudul Hoegeng “ Polisi  Idaman  dan  Kenyataan” 
dijelaskan situasi yang ada di Pekalongan saat Agresi Militer Belanda I, dimana 
Hoegeng dan istrinya Merry harus menghadapi serangan Agresi Militer Belanda yang 
datang, yang menyebabkan Merry dan keluarganya harus mengungsi meninggalkan 
Pekalongan. Situasi memang kalut sampai ayah dari Hoegeng mengambil tindakan 




Adanya serangan Pasukan Belanda, Pemerintah Karesidenan Pekalongan 
akhirnya menyingkir atau mengungsi ke wilayah Selatan dari Pusat pemerintahan 
Karesidenan Pekalongan, dimana daerah yang dipandang aman yaitu Kecamatan 
Lebakbarang.
10
 Sejak saat itu Lebakbarang menjadi pusat Pemerintahan Darurat 
Karesidenan  Pekalongan. 
Berdasarkan uraian yang dipaparkan di atas, penulis tertarik untuk melakukan 
penelitian terhadap Pemerintahan Darurat Karesidenan Pekalongan di Jawa Tengah. 
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kebertahanan salah satu Karesidenan di 
                                                             
9
 Yusra Abrar dan K.H Ramadhan, Hoegeng Polisi Idaman dan Kenyataan (Jakarta: Pustaka Sinar 
Harapan, 1993), hal. 26.  
10
Lebakbarang merupakan kecamatan di wilayah Kabupaten Pekalongan yang terletak di sebelah 
selatan pusat pemerintahan Kabupaten Pekalongan. 
5 
 
Indonesia. Hal yang menarik untuk diteliti ialah bagaimana  berdirinya  Pemerintahan 
Darurat Karesidenan Pekalongan dalam situasi Agresi Militer Belanda. Peneliti 
tertarik untuk meneliti peristiwa tersebut karena belum ada penelitian khusus 
mengenai Pemerintahan Darurat Karesidenan Pekalongan, namun sudah ada 
penelitihan dengan objek kajian yang hampir sama yaitu skripsi dari Muhammad 
Ikhsan yang berjudul Peranan Militer RI dalam Pemulihan Kedaulatan di 
Karesidenan Pekalongan 1948-1950. Penelitian tersebut menjelaskan bagaimana 
Peranan Militer dalam menghadapi agresi Belanda yang dilakaukan diwilayah 
Kerasidenan Pekalongan. 
B. Pembatasan dan perumusan masalah 
1. Pembatasan Masalah 
Berdasarkan dasar pemikiran, maka ruang lingkup permasalahan dibatasi baik 
secara temporal maupun spasial. Hal ini dimaksudkan agar peneliti lebih fokus baik 
pada pembahasan masalah, maupun pada tempat penelitian sehingga dapat diperoleh 
informasi yang lebih mendalam dan memadai. 
Pada pembatasan temporal penelitian ini difokuskan pada tahun 1947 
sampai tahun 1949, dimana pada kurun waktu inilah Pemerintahan Darurat 
Karesidenan Pekalongan berlangsung. Permasalahan yang akan dibahas dalam 
rentang waktu tersebut ialah  pengungkapan fakta dan perolehan informasi bagaimana 
6 
 
proses perjuangan rakyat Karesidenan Pekalongan dalam Agresi Militer Belanda, 
serta bagaimana munculnya Pemerintahan Darurat Karesidenan Pekalongan 
Pada ruang spasial penelitian ini difokuskan pada wilayah eks Karesidenan 
Pekalongan yang  terdiri atas kota Pekalongan, Kota Tegal, Kabupaten Tegal, 
Kabupaten Berbes, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten 
Batang, serta lebih fokus lagi di Kecamatan Lebakbarang yang merupakan tempat 
dimana pemerintahan Darurat Karesidenan Pekalongan berlangsung. 
2. Perumusan Masalah 
Berdasarkan uraian di atas, permasalahan yang diteliti adalah: 
1. Bagaimana dinamika perjuangan masyarakat Karesidenan 
Pekalongan dalam Agresi Belanda 1947-1949 ? 
2. Bagaimana jalannya Pemerintahan Darurat Karesidenan 
Pekalongan 1947-1949 ? 
C. Tujuan dan kegunaan 
1. Tujuan penelitian 
Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh informasi bagaimana jalannya 
Pemerintahan Darurat Karesidenan Pekalongan 1947-1949. Selain itu juga tujuan 
lainnya ialah untuk memaparkan bagaimana perjuangan masyarakat Pemerintahan 
Karesidenan Pekalongan 1947-1949 dalam memperjuangkan keberadaannya sebagai 
suatu Karesidenan dari Agresi Militer Belanda. 
7 
 
2. Kegunaan penelitian 
Penelitian ini diharapkan dapat: 
 Memberikan sumbangan bagi pengkajian Sejarah lokal khususnya Sejarah 
Karesidenan Pekalongan. 
 Memberikan sumbangan pengetahuan bagi masyarakat eks Karesidenan 
Pekalongan tentang peristiwa Pemerintahan Darurat Karesidenan Pekalongan 
1947-1949. 
D. Metode Penelitian 
Penelitian ini menggunakan metode Sejarah dan penyajian hasil penelitian 
ditulis dalam bentuk deskriptif-naratif yang lebih banyak menguraikan kejadian 
dalam dimensi ruang dan waktu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
metode sejarah dengan lima tahap, yaitu pemilihan topik, heuristik (pengumpulan 
sumber), verifikasi (kritik sejarah, keabsahan sumber), interpretasi, dan 
historiografi.
11
 Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam melakukan penelitian 
ini adalah : 
a. Pemilihan Topik 
Sebelum melakukan penulisan sejarah, langkah pertama yang dilakukan oleh 
peneliti adalah menetapkan topik yang akan diteliti. Topik yang dipilih dalam 
penelitian ini adalah Pemerintahan Darurat Karesidenan Pekalongan tahun 1947-
                                                             
11
 Kuntowijoyo, Pengantar Ilmu Sejarah (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2013), hal. 69. 
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1949. Mengapa memilih topik ini, karena seperti penelitian-penelitian lainnya dalam 
satu pemilihan topik harus memiliki hal yang menarik untuk diteliti, seperti dalam 
penulisan sejarah yaitu menarik untuk diteliti, asli, bukan merupakan pengulangan, 
tersedianya sumber, dan adanya kedeketan emosional. Diharapkan dari pemilihan 
topik ini, peneliti dapat memberikan informasi mengenai Peristiwa Pemerintahan 
Darurat Karesidenan Pekalongan. 
b. Heuristik 
Pada tahap heuristik, peneliti mencari dan mengumpulkan sumber-sumber yang 
berkaitan dengan objek yang peneliti kaji. Sumber peneliti gunakan adalah sumber 
tertulis dan sumber lisan. 
Sumber tertulis peneliti dapatkan melaui studi kepustakaan dari Perpustakaan 
Nasional, Perpustakaan Universitas Negeri Jakarta, Arsip Nasional Republik 
Indonesia, Perpustakaan dan arsip daerah kota Pekalongan, Museum Kodam 
Diponegoro IV Semarang, Perpustakaan daerah Semarang. Untuk mendapatkan 
sumber lisan peneliti melakukan wawancara pada para pelaku sejarah peristiwa 
Pemerintah Darurat Karesidenan Pekalongan. 
Sumber penelitian sejarah dibagi menjadi dua, yakni sumber sekunder dan 
sumber primer. Sumber sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku yang 
berkaitan dengan Peristiwa Pemerintahan Darurat Karesidenan Pekalongan 1947-
1949 yang diperoleh dari Perpustakaan Nasional RI, Perpustakaan UPT UNJ 
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(Universitas Negeri Jakarta), Perpustakaan UI (Universitas Indonesia), Perpustakaan 
dan arsip Daerah Kota Pekalongan, Museum Kodam Diponegoro IV  Semarang dan 
Perpustakaan Daerah Semarang. 
Sumber primer ialah sumber sezaman baik berbentuk teks atau lisan. Sumber 
primer yang berbentuk teks atau dokumen, seperti surat Keputusan Residen saat 
Pemerintahan Darurat Karesidenan. Peneliti berusaha mendapatkan sumber lisan 
dengan melakukan wawancara dengan berbagai tokoh yang mumpuni dalam 
penulisan ini, seperti Slamet Sukadio salah satu prajurit Tentara Indonesia Saat 
Agresi Militer Belanda. Sumber-sumber yang telah diperoleh akan membentuk fakta-
fakta yang kemudian dianalisis dan difokuskan kepada Pemerintahan Darurat 
Karesidenan Pekalongan 1947-1949. 
c. Verifikasi 
Pada tahap kritik peneliti melakukan kritik intern dan ekstern dimana peneliti 
melakukan koreksi terhadap sumber-sumber yang peneliti dapatkan baik berupa 
wawancara, buku maupun arsip atau dokumen. 
Setelah data dan sumber terkumpul, tahap selanjutnya ialah melakukan kritik. 
Kritik tersebut dilakukan pada tahap hasil penelitian yang digunakan untuk menguji 
keabsahan data dan sumber. Agar diperoleh data dan sumber yang valid, maka 
dilakukan dengan dua cara yaitu dengan melakukan kritik intern dan ekstern yang 
10 
 
berkaitan dengan kredibilitas sumber.
12
 Kritik intern sumber ialah mengenai 
kebenaran sumber yang digunakan dan dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan 
kritik ekstern dilakukan agar dapat diperoleh keaslian sumber secara fisik. Kedua 
kritik  ini dilakukan semata-mata untuk menjaga keaslian dan kredibilitas sumber, 
sehingga hasil interpretasi nantinya dapat dipertanggungjawabkan secara akademis 
d. Interpretasi 
Pada tahap selanjutnya adalah Interpretasi, pada tahap ini dilakukan penafsiran 
dari fakta-fakta yang telah didapatkan, selanjutnya dilakukan analisis berdasarkan 
pamahaman penelitian. Dalam proses interpretasi, penulis mengacu pada pengertian 
R. Moh. Ali bahwa sejarah bukan merupakan rangkaian fakta-fakta, tetapi sejarah 
adalah sebuah cerita. Untuk membedakan cerita sejarah dengan cerita dalam 
pengertian lainnya, dalam penulisan cerita sejarah perlu menghubungkan fakta-fakta 
sejarah dengan interpretasi dari penulis sejarah.
13
 Penulisan cerita sejarah yang 
berdasarkan interpretasi sejarawan dibutuhkan karena sejarawan tidak dapat 




                                                             
12
 Helius Sjamsuddin, Metodologi Sejarah (Yogyakarta : Ombak, 2007), hal. 155. 
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Terakhir, pada tahap historiografi, dimana fakta-fakta tersebut dituangkan 
kedalam sebuah penulisan, peneliti mengungkapkan hasil dalam bentuk tulisan yang 
sistematis, logis, dan jelas sehingga dapat merekontruksi Peristiwa Pemerintahan 




KARESIDENAN PEKALONGAN MENJELANG AGRESI MILITER 
BELANDA I (1945-1946) 
A. Letak Geografis Karesidenan Pekalongan  
Karesidenan adalah pembagian admistratif dalam Provinsi pada zaman Hindia-
Belanda hingga tahun 1950, wilayah-wilayah di dalam Karesidenan terdiri dari 
beberapa Kabupaten dan Kota. Tidak semua Povinsi di Indonesia terbentuk 
Karesidenan, hanya ada di pulau Jawa, Sumatra, Lombok, Kalimantan dan Sulawesi.  
Wilayah Karesidenan biasanya di bentuk di wilayah yang banyak  
penduduknya, saat ini Karesidenan sudah tidak digunakan lagi. Di Jawa Tengah 
sendiri Karesidenan terbagi 6 wilayah Karesidenan, yaitu: Karesidenan Banyumas, 
Karesidenan Kedu, Karesidenan Pati, Karesidenan Surakarta, Karesidenan Semarang 
dan Karesidenan Pekalongan. 
Karesidenan Pekalongan merupakan salah satu Karesidenan yang berada di 
Pulau Jawa. Karesidenan Pekalongan terdiri dari Kabupaten Pekalongan, dengan kota 
Pekalongan sebagai Ibukotanya, menyusur ke Barat dengan kabupaten-kabupaten 
Pemalang, Tegal dan Brebes. Antara tahun 1928 sampai tahun 1931 kabupaten 
Pemalang, Tegal dan Brebes merupakan suatu Karesidenan sendiri dengan Tegal 
13 
 
sebagai ibukotanya, pada tahun 1945, kabupaten-kabupaten inilah yang dikenal 
sebagai “Tiga Daerah”.1   
Sedangkan Karesidenan Pekalongan Yang terbagi menjadi  dari 5 Kabupaten  
dan 2 Kota wilyah admistratif yaitu : 
1) Kabupaten Batang 
2) Kabupaten Pekalongan 
3) Kota Pekalongan 
4) Kabupaten Pemalang 
5) Kabupeten Tegal 
6) Kota Tegal 
7) Kabupaten Brebes 
Letak Karesidenan Pekalongan menjadi strategis karena dilewati  jalur utama 
lalu lintas yang menghubungkan kota-kota besar di Jawa Tengah, adapun jalur yang 
dimaksud adalah jalur Pantai Utara Jawa “Pantura”, jalur yang sudah ada sejak 
penjajahan Belanda ini menjadi pusat lalulintas di Jawa. Ibukota Karesidenan 
Pekalongan yaitu Kota Pekalongan telah tercatat sebagai salah satu kota industri batik 
di Indonesia. Terletak di daerah rendah Pantai Utara Pulau Jawa dengan ketinggian 
kurang lebih 1 meter di atas permukaan laut. Tepatnya berada di sebelah barat 
Ibukota Propinsi Jawa Tengah yaitu Semarang dengan jarak sekitar 100 km. Luas 
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 Anton Lucas, Peristiwa Tiga Daerah Revolusi dalam Revolusi (Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, 
1989), hal. 5. 
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wilayah Kota Pekalongan ada 45, 25 km2 yang secara administratif terdiri dari 4 
kecamatan atau 46 kelurahan
2
. 
1. Kecamatan Pekalongan Barat, dengan luas daerah 10,05 km2, terdiri dari 13 
kelurahan, yang meliputi: Bumirejo, Tegalrejo, Pringlangu, Medono, 
Kebulen, Sapuro, Podosugih, Kergon, Bendan, Tirto, Pasirsari, Kramatsari, 
dan Kraton Kidul.  
2. Kecamatan Pekalongan Timur, dengan luas daerah 9, 52 km2, terdiri dari 13 
kelurahan, yang meliputi: Landungsari, Sukorejo, Baros, Karangmalang, 
Noyontaan, Keputren, Kauman, Sampangan, Sugih Waras, Poncol, Klego, 
Dekoro, dan Gamer. 
3. Kecamatan Pekalongan Selatan, dengan luas daerah 10, 08 km2, terdiri dari 
11 kelurahan, yang meliputi: Banyurip Ageng, Banyurip Alit, Buaran, 
Kradenan, Jenggot, Kertoharjo, Kuripan Kidul, Soko, Duwet, Yosorejo, 
Kuripan Lor. 
4. Kecamatan Pekalongan Utara, dengan luas daerah 14, 88 km2, terdiri dari 9 
kelurahan, yang meliputi: Pabean, Kraton Lor, Dukuh, Bandengan, Kandang 
Panjang, Panjang Wetan, Krapyak Kidul, Krapyak Lor, dan Degayu.
3
 
Kabupaten Pemalang berbatasan langsung dengan Laut Jawa di sebelah utara, 
Kabupaten Pekalongan di sebelah timur, Kabupaten Purbalingga di sebelah selatan, 
                                                             
2
 Ibid., hal. 11. 
3
 Exky Ria Vivitasari, Perkembangan Batik Pekalongan 1960-2006 (Yogyakarta: Universitas Negeri 
Yogyakarta, 2006), hal. 33. 
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serta Kabupaten Tegal di sebelah barat. Kabupaten ini berada di antara 109°17'30" - 
109°40'30" BT dan 6°52'30" - 7°20'11" LS dengan Luas wilayah kabupaten sebesar 
111.530 km².  
Secara Topografis, Kabupaten Pemalang mempunyai wilayah yang bervariasi. 
Di bagian Utara merupakan daerah pantai yang memiliki ketinggian berkisar antara 
1-5 meter di atas permukaan laut meliputi 17 desa dan 1 kelurahan yang terletak di 
bagian utara di kawasan pantai. Di bagian tengah merupakan dataran rendah yang 
cukup subur dengan ketinggian 6-15 m di atas permukaan laut. Di bagian Selatan 
adalah dataran tinggi dan pengunungan yang subur serta daerahnya sejuk. daerah ini 
memiliki ketinggian 16-925 m di atas permukaan laut. Pada daerah ini meliputi 10 
desa serta berbatasan langsung dengan Kabupaten Purbalingga.
4
  
Kabupaten Pemalang dilintasi oleh dua buah sungai besar yaitu Sungai Waluh 
dan Sungai Comal dimana sebagian besar wilayahnya adalah daerah aliran sungai 
yang subur. Secara administrasi, Kabupaten Pemalang terbagi atas 14 kecamatan, 
yang terdiri atas beberapa desa dan kelurahan. Pusat pemerintahan berada di Kota 
Pemalang yang sekaligus menjadi ibu kota Kabupaten Pemalang. Di beberapa daerah 
Kabupaten Pemalang, kota-kota kecamatan lain yang cukup signifikan adalah Comal, 
Petarukan, Ulujami, Randudongkal dan Moga.
5
 
                                                             
4
 Kantor Statistik Kabupaten Pemalang. Pemalang dalam Angka 2008 (Pemalang: BPS Pemerintah 
Kabupaten Daerah Tk. II Pemalang, 2008), hal. 246. 
5
 Ibid., hal. 247. 
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Tegal berada di jalur Pantai Utara “Pantura” Jawa Tengah, terletak 165 km 
sebelah barat Kota Semarang atau 329 km sebelah timur Jakarta. terletak di antara 
109°08’ - 109°10’ Bujur Timur dan 6°50’ - 6°53’ Lintang selatan, dengan wilayah 
seluas 39,68 Km² atau kurang lebih 3.968 Hektar. Kota Tegal berada di wilayah 
Pantura, dari peta orientasi Provinsi Jawa Tengah berada di Wilayah Barat, dengan 
bentang terjauh utara ke selatan 6,7 Km dan barat ke timur 9,7 Km. Wilayah ini 
merupakan salah tempat yang menjadi cikal bakal berdirinya Korps Marinir seperti 
tercatat dalam pangkalan IV ALRI “Angkatan Laut Republik Indonesia”. 
Dilihat dari letak geografis, posisi Tegal sangat strategis sebagai penghubung 
jalur perekonomian lintas nasional dan regional di wilayah Pantura yaitu dari barat ke 
timur “Jakarta-Tegal-Semarang-Surabaya” dengan wilayah tengah dan selatan Pulau 
Jawa “Jakarta-Tegal-Purwokerto-Yogyakarta-Surabaya” dan sebaliknya. Dengan 
curah hujan yang sangat rendah, temperatur “suhu” rata-rata kota ini mencapai 35 
derajat celcius.  
Kabupaten selanjutnya adalah Kabupaten Batang, Sebagian besar wilayah 
Kabupaten Batang merupakan perbukitan dan pegunungan. Dataran rendah di 
sepanjang Pantai Utara tidak begitu lebar. Di bagian selatan adalah terdapat Dataran 
Tinggi Dieng, dengan puncaknya Gunung Prau (2.565 meter). Ibukota Kabupaten 
Batang terletak di ujung barat laut wilayah kabupaten, yakni tepat di sebelah timur 
Kota Pekalongan, sehingga kedua kota ini seolah-olah menyatu. Kabupaten Batang 
terletak pada 6° 51' 46" sampai 7° 11' 47" Lintang Selatan dan antara 109° 40' 19" 
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sampai 110° 03' 06" Bujur Timur di pantai utara Jawa Tengah . Luas daerah 
78.864,16 Ha. Batas-batas wilayahnya sebelah utara Laut Jawa, sebelah timur 
Kabupaten Kendal, sebelah selatan Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten 
Banjarnegara, sebelah barat Kota dan Kabupaten Pekalongan. 
Kabupaten yang terakhir adalah Kabupaten Brebes, Luas wilayahnya 1.902,37 
km², jumlah penduduknya sekitar 1.732.719 jiwa pada 2010
6
. Ibukotanya ada di 
Kecamatan Brebes. Brebes merupakan kabupaten dengan jumlah penduduk paling 
banyak di Jawa Tengah, dan paling luas di Jawa Tengah ke-2 setelah Kabupaten 
Cilacap. Kabupaten Brebes terletak di bagian Utara paling Barat Provinsi Jawa 
Tengah, di antara koordinat 108° 41'37,7" - 109° 11'28,92" Bujur Timur dan 6° 
44'56'5" - 7° 20'51,48 Lintang Selatan dan berbatasan langsung dengan wilayah 
Provinsi Jawa Barat. 
Sebagian besar wilayahnya adalah dataran rendah, bagian barat daya 
merupakan dataran tinggi “Dengan puncaknya Gunung Pojoktiga dan Gunung 
Kumbang”, sedangkan bagian tenggara terdapat pegunungan yang merupakan bagian 
dari Gunung Slamet. Dengan iklim tropis, curah hujan rata-rata 18,94 mm per bulan. 
Kondisi itu menjadikan kawasan tesebut sangat potensial untuk pengembangan 
produk pertanian seperti tanaman padi, perkebunan, perikanan, peternakan dan 
sebagainya. 
                                                             
6
 http://www.kemendagri.go.id/pages/profil-daerah/kabupaten/id/33/name/jawa-
tengah/detail/3329/brebes.  Profil Brebes Data Kemendagri". Diakses tanggal 2016-10-25. 
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B. Kondisi Sosial Ekonomi Karesidenan Pekalongan 
Daerah wilayah Karesidenan Pekalongan adalah kawasan daerah pertanian 
yang subur. Daerah ini dikenal sebagai bagian dari kawasan pertanian Pantura Jawa 
yang diandalkan untuk pertanian pangan, terutama padi sejak dari dulu. 
Topografisnya merupakan daerah pesisir, yang umumnya terdiri dari dataran rendah. 
Mata pencaharian penduduk sebelum kemerdekaan salah satunya adalah pertanian
7
. 
Sensus terakhir sebelum perang, yaitu pada tahun 1930 penduduk karesidenan 
Pekalongan berjumlah sedikit melebihi dua setengah juta jiwa, yang secara geografis 
tersebar ke dalam tiga wilayah. Wilayah pertama ialah Batang, daerah termakmur 
dalam karesidenan ini yang pernah merupakan kabupaten tersendiri sampai awal 
tahun tiga puluhan. Karena adanya penghematan ekonomi dan jumlah penduduk yang 
rendah, daerah ini terpaksa harus digabungkan dengan Pekalongan. wilayah berbukit 
rendah ini pada tahun 1920an menjadi penghasil utama tanaman niaga Karesidenan, 
seperti gula, the, kopi, kina dan karet. 
Wilayah kedua membentang dari Batang sampai ke Losari di Jawa Barat, 
daerah sepanjang pantai yang menghasilkan sebagian tanaman niaga utama 
Karesidenan, perpaduan antara musim hujan yang teratur, tanah yang subur, dan 
jaringan irigasi sungai Comal dan Pemali yang dibangun dan dipelihara oleh 
perkebunan-perkebunan milik orang Eropa, menyebabkan irigasi daerah ini menjadi 
                                                             
7
 Abrar Yusra dan K.H Ramadhan, Hoegeng Polisi Idaman dan Kenyataan (Jakarta: Pustaka Sinar 
Harapan, 1993), hal. 23. 
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yang terbaik dan merupakan salah satu daerah yang tersubur di Jawa Tengah. 
Sebelum Perang Dunia II pertumbuhan penduduk di Pemalang tertinggi di Jawa, 
sedangkan Kewedanan Adiwernan di selatan Tegal pada tahun 1930 menunjukan 
kepadatang penduduk 1.764 per kilometer persegi, suatu angka tertinggi di Jawa.
8
 
Wilayah ketiga adalah daerah Pedalaman Selatan. Tanahnya tandus dan cocok 
untuk hutan jati yang luas. Kepadatan penduduk di bagian selatan Brebes dan 
Pemalang tergolong rendah, yaitu sekitar 390 per kilometer persegi.
9
  Banyaknya 
pesantren di wilayah ini mencerminkan kuatnya pengaruh Islam. 
Di Wilayah Pekalongan terdapat beberapa etnis antara lain yaitu etnis Jawa, 
Cina dan Arab, etnis yang paling dominan dalam menguasai perdagangan adalah 
etnis Cina dan etnis Arab. Bila dilihat dari pemukimannya, tempat tinggal kedua etnis 
ini mengelompok dan berdampingan. Tempat tinggal etnis Cina biasa disebut 
Pecinan berada di sekitar Jalan Haji, sedangkan kompleks etnis Arab biasa disebut 
Kampung Arab meliputi kompleks Sorogenen, Jalan Patiunus, Jalan Kenangan, Jalan 
Surabaya, Jalan Jlamprang, dan Bandengan. 
Di Tanjung “dataran pantai Brebes” terdapat industri rokok kretek yang maju, 
beberapa diantaranya milik pribumi. Dibagian selatan yaitu di Banjarharjo, terdapat 
penanaman kapas dan pemintalan, sedangkan tekstil ditenun di Tegal, Pemalang dan 
                                                             
8
 Mengenai kepadatan penduduk di Adiwernan lihat Volkstelling Catatan Sipil Tegal tahun 1930, hal. 
11. 
9
 Ibid., hal. 167. 
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di Kampung Pekajangan “selatan kota Pekalongan”. Hanya di Pekajanganlah orang-
orang Cina dan Arab tidak pernah berhasil memegang kendali kegiatan ekonomi,
10
 
karena pengaruh pengusaha batik yang sudah mengendalikan ekonomi sejak lama. 
Industri tenun Pekajangan dan rokok kretek Tanjung sesunggunya merupakan 
dua Pusat Kegiatan perdagangan  pribumi yang berhasil di Karesidenan Pekalongan. 
selain itu pengaruh perkebunan tebu yang dominan, secara ekonomis memberi ciri 
tertentu pada Karesidenan ini. 
Gambaran Kontras dalam bidang ekonomi dan geografis ini di barengi dengan 
adanya pembagian sosial. Di lapisan atas terdapat kelas kaya yang terdiri dari 
Pangreh Praja, Lurah “Kepala desa”, dan pedagang kaya, pada umunya mereka 
pernah mengenyam pendidikan Belanda. Di Pemalang kelompok ini cenderung 
kepada menjadi anggota Muhammadiyah, di desa yang setara dengan golongan ini 
adalah haji, sebutan yang diperoleh setelah melakukan perjalanan naik haji ke 
Mekkah. 
Kalangan Islam yang merupakan golongan elite lain di Karesidenan ini 
terbagi dalam tiga unsur. Pertama, Islam kiri, terdiri dari mereka yang pernah dibuang 
ke Digul setelah pemberontakan 1926. Kedua, golongan Ortodoks yang berjumlah 
besar, termasuk guru-guru agama di desa “Kiyai” dan murid-muridnya “santri” yang 
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 Anton Lucas, op.cit., hal. 11. 
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pada umumnya anggota NU “Nadhatul Ulama”. Ketiga, di Bumiayu dan Pekajangan, 
kaum Islam Modernis “Muhammadiyah” yang kuat pengaruhnya.11 
Terakhir, yaitu pemisahan antara kota dan desa. Beberapa kota Kewedanan 
seperti Comal terletak di jalan raya timur-barat, tempat pabrik-pabrik gula dibangun 
sejak abad yang lalu dan mempunyai perkampungan Cina “Pecinaan”. Kebanyakan 
“orang asing”  bermukim di kawasan kota, disinilah tinggal bagian terbesar orang-
orang yang berpendidikan Barat dalam Karesidenan Pekalongan. Di ibukota 
Kabupaten terdapat air ledeng, jalan beraspal, dan penerangan lampu listrik untuk 
pemukiman golongan priyai dan rumah sakit serta sekolah-sekolah yang berbahasa 
Belanda. 
Pemisahana sosio-ekonomis dan rasial di Karesidenan Pekalongan merupakan 
dasar dalam perkembangan sosio-ekonomis dari pemerintahan kolonial,  pada abad 
ke 18 VOC (Vereenigde Oostindische Compagnie) maskapai dagang Belanda telah 
berhasil mengumpulkan uang dengan mempergunakan kakusaan Politik dan sosial 
elit Jawa. Selama bupati yang disebut Regent menunjukan kesetiannya terhadap 
Belanda , VOC menjamin akan mengakui kekuasaannya. 
 
 
                                                             
11 Anton Lucas, ibid. hal. 11. 
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C. Kondisi Politik Karesidenan Pekalongan menjelang Agresi Militer 
Belanda Pertama 
Kekalahan Jepang dari sekutu di Perang dunia ke II dengan menjatuhkan bom 
atomnya di daerah Hiroshima dan Nagasaki mengakibatkan Jepang menyerah tanpa 
syarat. Kekalahan Jepang di Perang dunia II menimbulkan keuntungan bagi negara 
jajahannya, salah satunya adalah Indonesia. Berita akan kekalahan Jepang langsung 
dimanfaatkan oleh para pejuang kemerdekaan untuk mengambil momentum 
proklamasi. 
Pada 17 Agustus 1945 Soekarno ditemani dengan Hatta memproklamasikan 
kemerdekaan Indonesia di kediaman Soekarno, Pegangsaan Timur No.56. Demi 
menjaga keamanan, maka para pemuda dan prajurit Pembela Tanah Air (PETA) 
dikerahkan. Di samping itu para masyarakat yang semula berada di lapangan Ikada 
telah beralih ke rumah Bung Karno untuk menyaksikan peristiwa bersejarah. 
Usaha mempertahankan kemerdekaan Indonesia di awal-awal kemerdekaan 
menjadi sebuah tantangan bagi negara Indonesia. Belanda yang sudah dikalahkan 
Jepang pada 1942 ternyata kembali dengan ambisi menguasai Indonesia. Belanda 
datang kembali ke Indonesia dengan diboncengi sekutu yang menamakan dirinya 
Netherland Indies Civil Administration (NICA), tentu hal ini membuat pemerintah 
harus berusaha keras dalam mempertahankan republik. Seluruh rakyat Indonesia 
bersiap dan membentuk laskar dalam usaha mempertahankan Republik dari ambisi 
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Belanda menguasai kembali Indonesia, Pemerintah Pusat juga membentuk tentara 
Republik guna semakin memperkuat keamanan dan pertahanan.  
Awal Januari 1946, keadaan Jakarta sangat tidak aman, maka diputuskanlah 
untuk memindahkan ibu kota republik. Kediaman resmi presiden, wakil presiden, dan 
sejumlah anggota kabinet dipindahkan keluar Jakarta. Pilihan jatuh di Yogyakarta. 
Tepatnya pada 4 Januari 1946, secara diam-diam Soekarno, Hatta, bersama beberapa 
menteri dan keluarga mereka meninggalkan rumah di Jalan Peganggsaan Timur 
No.56, Jakarta dari pintu belakang dengan lokomotif beserta sejumlah gerbongnya 
yang telah siap
12
 Tidak semua pindah termasuk Kantor Perdana Menteri yang 
memang ditugaskan untuk melakukan hubungan dengan negara lain dan melakukan 
negoisasi dan diplomasi dengan Belanda. 
Belanda tidak bersedia mengakui Republik Indonesia dan terutama akan 
berusaha membangun kembali kekuasaanya. Sejak tahun 1945 sampai tahun 1949 
berlangsung serangkaian perundingan antara Republik Indonesia dan Belanda 
mengenai cara-cara yang harus ditempuh untuk melaksanakan Dekolonialisi
13
, 
perundingan-perundingan diplomatik secara formal dimulai sejak tahun 1946 dengan 
perantara Inggris  dan kemudian Amerika Serikat.  
Pada tahun 1946, dengan perantara Inggris, diadakan sejumlah perundingan 
antara Perdana Menteri  Sutan Syahrir dan Letnan Gubernur Jendral H.J van Moook 
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yang berjalan sangat lamban. Banyak Pertentangan yang terjadi antara kedua belah 
pihak, di pihak Belanda menolak pengakuan kedaulatan Indonesia, sedangkan bagi 
pihak Indonesia menginginkan kemerdekaan langsung.  
Pada bulan April 1946 di Hoge Valuwe di Negara Belanda, dilakukan 
Perundingan antara kedua belah pihak, sekalipun perundingan itu tidak menghasilkan 
kesepakatan namun pada perundingan ini terlah tercapai beberapa prinsip, yaitu 
pengakuan de facto atas Republik Indonesia (sekalipun atas Pulau Jawa saja)  dan 
kemerdekaan Indonesia dalam bentuk federal setelah masa peralian tertentu
14
. 
Pada tanggal 7 Oktober 1946 delegasi Belanda dan delegasi Indonesia mulai 
berunding. Perundingan tersebut di adakan dengan perantara Lord Killearn dari 
Inggris. Kesepakatan Politik diawali dengan persetujuan peletakan senjata yang 
ditandatangani pada 14 Oktober dan kemudian diadakan perundingan-perundingan di 
Jakarta dan Linggarjati.  
Isi perjanjian Linggarjati 
1. Pemerintahan Belanda mengakui pemerintahan Republik Indonesia 
sebagai de facto, menjalankan kekuasaanya atas Jawa, Madura, dan 
Sumatera. 
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2. Pemerintah Belanda dan Republik Indonesia bekerja sama agar terbentuk 
Negara Indonesia Serikat yang merdeka dan berdaulat atas dasar 
demokrasi dan sistem federal. 
3. Bagian bagian Negara Indonesia Serikat adalah daerah Republik 
Indonesia, Kalimantan, dan Indonesaia Timur, tanpa mengurangi hak 
rakyat suatu daerah apabila mereka menghentikn menghendaki 
kedudukan yang lain di dalam Negara Indonesia Serikat. 
4. Perselisihan antara Pemerintah Belanda dan Pemerintah Republik 
Indonesia yang tidak terselesaikan dengan perundingan diserahkan pada 
arbitrase. 
Pada tanggal 15 November kedua delegasi mencapai kesepakatan dan memuat 
naskah persetujuan. Isinya antara lain adalah bahwa Belanda akan mengakui 
kekuasaan Republik secara de facto atas Pulau Jawa dan Sumatra; akan ada suatu 
masa pemerintahan peralihan; dan akan dibentuk suatu Uni Indonesia-Belanda
15
. 
Diplomasi yang dilakukan guna menghentikan ambisi Belanda ternyata justru 
merugikan Indonesia, karena setelah diplomasi justru daerah Indonesia menjadi 
menyusut menjadi Jawa, Sumatera, dan Madura. Banyak pihak yang kecewa terhadap 
hasil perundingan yang diketuai oleh Perdana Menteri Sjahrir ini, Sjahrir pun 
menuliskan dalam edaran kementerian penerangan sebagai berikut:  
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Several events following upon the signing of the linggarjati draft agreement 
made the relations between the dutch and ourselves of distrust increased so 
that any happening, any step and move of one party added to the distrust of 
the other. all happenings only seem to be a failure and source of 
dissapointment clouding the spirit and darkening the view of the parties 
concerned”.16 
“Beberapa peristiwa setelah penandatanganan perjanjian Linggarjati 
membuat terjadinya ketidak percayaan hubungan diantara Belanda dan diri 
kita (Republik) meningkat. Setiap langkah dan gerakan dari suatu pihak 
menimbulkan ketidakpercayaan lain. Semua terjadi hanya melihat kegagalan 
dan sumber kekecewaan dan mengaburkan semangat pandangan pihak-pihak 
yang terkait” 
Usaha mempertahankan persetujuan itu kandas dimana adanya perbedaan 
pendapat mengenai status Republik Indonesia dan Belanda dalam masa peralian serta 
hubungan Belanda dan Indonesia setelah pengakuan kedaulatan. Karena upaya-upaya 
kompromi gagal, maka pada bulan juli 1947 pihak Belanda melancarkan Agresi 
Militer I dengan tujuan memaksa Republik Indonesia menerima pandangan  Belanda 
mengenai perjanjian Linggarja
17
, bahwa Indonesia masih dibawah kekuasaan Belanda 
dan akan diadakan Uni Belanda-Indonesia. 
Pasca perundingan Linggarjati 25 Maret 1947, yang sebetulnya merugikan 
Indonesia, ternyata membuat Indonesia mulai mendapat perhatian internasional 
khususnya dewan keamanan PBB. Ketegangan–ketegangan baru timbul karena 
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perbedaan tafsir mengenai isi persetujuan yang telah dibuat. Pihak Belanda tidak 
dapat menahan diri dan melancarkan agresi militer pada 21 Juli 1947. 
Di Karesidenan Pekalongan, proklamasi membawa dua arah angin yang 
berbeda, di satu sisi rakyat  menanggapinya dengan penuh kegembiraan terutama di 
kalangan nasionalis namun di sisi lain disambut kebingungan oleh kalangan elite 
birokrasi dan Jepang
18
. Akhirnya Proklamasi melahirkan dilema bagi para pejabat 
setempat dalam menentukan sikap terhadap pejabat sipil dan militer yang masih 
berkuasa di Karesidenan Pekalongan. 
Golongan rakyat yang revolusioner menanggapi proklamasi dengan 
kegembiraan sedangkan elite birokrasi sama sekali tidak mengetahuinya dan 
kebingungan semakin menjadi-jadi karena sumber informasi mereka yakni pejabat 
Jepang setempat, menolak membenarkan desas-desus proklamasi tersebut. Misalkan 
Bupati Brebes yang mengatakan bahwa Proklamasi tidak berarti apa-apa sampai 
penguasa Jepang di Keresidenan Pekalongan secara resmi menyerahkan 
kekuasaannya kepada pemerintah Republik setempat.  
Kemudian barulah pada tanggal 18 September 1945 Presiden Soekarno 
melantik Residen Pekalongan yang pertama yaitu Mr. Besar. Jabatan Residen ini 
merupakan jabatan fungsionaris tertinggi yang semula hanya dipegang oleh orang 
Jepang. Pada tanggal 27 September 1945 Jepang telah menyerahkan kekuasaan 
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kepada Mr. Besar, sebelumnya Mr. Besar menjabat sebagai Wakil Residen 
Pekalongan. 
Ketika gerakan revolusioner terjadi banyak pejabat-pejabat elite birokrasi 
yang dibuat malu dengan dipecat oleh barisan Komite Nasional Pekalongan, hal ini 
disebabkan karena kekecewaan terhadap pejabat-pejabat birokrasi yang lebih 
mementingkan dirinya saat pendudukan Belanda dan Jepang, misalnya di sebuah 
kecamatan di Tegal Selatan. Bahkan dalam tempo seminggu, revolusi sosial ini sudah 
melanda kawasan pedesaan. Gelombang revolusional tersebut juga melabrak ibu kota 
Kabupaten Pemalang dan Tegal pada tanggal 19 Oktober dan 4 November 1945, dan 
Brebes di antara kedua waktu itu. Banyak pejabat yang mencari perlindungan dari 
serbuan gerakan revolusioner ini, termasuk meminta saran kepada Komite Nasional 
setempat.  
Revolusi kemerdekaan RI merupakan Revolusi politik terhadap stuktur politik 
baru, menggantikan sistem kolonial. Pengertian struktur politik ditandai dengan 
proklamasi kemerdekaan yang berakibat terjadinya perubahan besar dan mendasar 
pada tahun 1945-1946.  Revolusi sosial yang terjadi ini tidak hanya terjadi di Tegal 
saja namun meliputi juga wilayah Kabupaten Brebes, dan Kabupaten Pemalang 
mengakibatkan dampak perubahan yang fundamental dalam masyarakat. Perubahan 
yang fundamental itu tampak pada perubahan struktur dari masyarakat kolonial 
feodal menjadi susunan suatu masyarakat yang lebih demokratis, seperti pemilihan 
kepala desa yang bukan lagi dari garis keturunan tapi di pilih oleh masyarakat. 
29 
 
Arus dan gejolak revolusi yang terjadi di tiga Kabupaten ini lebih dikenal 
dengan Peristiwa Tiga Daerah.
19
 Di ketiga daerah yang terletak di pesisir utara Jawa 
Tengah bagian barat ini, kericuhan-kericuhan dan gejolak semacam ini banyak 
membawa korban. Pendaulatan terhadap lurah dan camat, perampokan dan 
perampasan rumah pejabat serta isinya dan pembakaran-pembakaran yang dilakukan 
oleh massa, mewarnai tiga daerah di Karesidenan Pekalongan ini
20
.  
Revolusi Sosial tidak hanya terjadi pada bidang politik saja tetapi juga terjadi 
pada bidang ekonomi dan sosial. Kemunculan tiga kelompok sosial baru di daerah 
Tegal memberi perubahan pada bidang politik dan sosial. Kelompok ini berpangaruh 
dan mempunyai peran yang luas dalam gerakan. Kelompok baru ini adalah kelompok 
agama, kelompok komunis dan kelompok leggaong (bandit).
21
  Munculnya kelompok 
tersebut tentunya membawa gerakan yang dapat memobilisasi rakyat, karena rakyat 
sebagai unsur terpenting. 
Selama berlangsungnya berbagai peristiwa di Karesidenan Pekalongan baik 
yang pro maupun yang kontra dalam peristiwa Tiga Daerah, perhatian Pemerintah 
Pusat ternyata terpusat pada pertentangan antara Republik dan Sekutu. Selama empat 
hari kekusaan Residen Sarjio di Pekalongan sebelum akhirnya TKR menahan residen 
baru dan para stafnya ini ,perhatian media masa nasional dan para pemimpin 
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Republik hanya ditumpahkan pada pertempuran sengit di Ambarawa, yang berakhir 
dengan kemenangan Republik, dan pembakaran Kota Bekasi oleh Sekutu. 
Karena sulitnya komunikasi antara Pusat dan daerah ditambah pula dengan 
kenyataan bahwa surat-surat kabar di kota-kota besar hanya mengirim wartawan 
kepertempuran-pertempuran melawan pasukan Sekutu, Peristiwa Tiga Daerah 
menjadi disisihkan dalam berita nasional. Surabaya menjadi fokus nasional dalam 
dalam mempertahankan Republik ini, bahkan komunikasi antara Tiga Daerah dan 
Ibukota Karesidenan hampir-hampir tidak ada.
 22
 
Masalah penahanan Residen Pekalongan dan para pemimpin perjuangan Tiga 
Daerah oleh TKR menimbulkan perdebatan di pemerintahan Karesidenan 
Pekalongan, pada 16 April 1946, residen Pekalongan yang keempat dalam waktu 
empat bulan diangkat oleh pemerintah Republik Indonesia yaitu Wali al-Fatah. 
Sebelumnya Sumitro Kolopaking, bekas Bupati Banjarnegara telah memangku 
jabatan itu selama tiga bulan saja
23
.  Awal kepemimpinannya Wali al-Fatah banyak 
mencopot para staf karesidenan lama dengan yang baru, hal ini menimbulkan 
kekecewaan dari para staf lama terhadap kepemimpinanya.  
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Kepemimpinan Residen di Karesidenan Pekalongan sejak tahun 1945  
 Besar Mertokusumo (1942 -1945), sebelumnya menjabat sebagai wakil 
Residen pada masa pendudukan Jepang. 
 R.M. Soeprapto (1945-1946) 
 Sarjio (12 Desember -17 Desember 1945) 
 Wali Al fatah ( 1946-1948 ) 





PERJUANGAN RAKYAT KARESIDENAN PEKALONGAN 
A. Perjuangan di Kabupaten Brebes 
Diawali dengan serangkaian perundingan yang tidak berjalan dengan lancar, 
akhirnya pada 27 Mei 1947, Belanda memberi tuntutan yang berisi tentang 
Pemerintahan bersama, di tambah Belanda telah berhasil menyusun kekuataanya di 
Sumatra dan Jawa. Pada akhir tahun 1946, Belanda telah berhasil menyususn 
kekuatan militernya di sejumlah daerah antara lain, Jakarta, Bandung, Bogor, 
Semarang, Surabaya, Palembang, Padang, dan Medan.
1
  
Dengan taktik klasiknya, wilayah RI berusaha di Pecah-pecah oleh Belanda 
melalui penyelenggaraan Konfrensi-konfrensi federal guna membentuk negara 
boneka. Pada 16 juli 1946 diselenggarakan konferensi Malino, 1 Oktober 1946 
konferensi Pangkal Pinang dan konferensi Denpasar pada Desember 1946. Setelah itu 
lahirlah negara-negara boneka atau federal buatan Belanda. Negara Indonesa Timur 
(NTI), Negara Pasundan  pada 4 Mei 1947, dan Pemerintahan Daerah Istimewa 
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Setelah Pemerintah Belanda mengetahui peta kekuatan militer RI, Pada 20 
Juli 1947, pemerintahan Belanda memerintakan Van Mook untuk segera melakukkan 
serangan terhadap Republik Indonesia. Agresi tersebut direalisasikan Belanda sehari 
setelahnya, yakni pada 21 Juli 1947. Mengetahui Belanda telah menyerang, pada hari 
yang sama Panglima Besar Jenderal Sudirman berpidato melalui RRI Yogyakarta . 
pidato yang berisi beberapa kata saja yakni “IBU PERTIWI MEMANGGIL” yang 
diucapkan 3 kali, sekaligus menandai bahwa perang telah dimulai.
3
 Maka setelah itu 
dimulailah episode revolusi Fisik atau yang lebih dikenal dengan Perang 
Kemerdekaan 1.  
Agresi dimulai saat konferensi pers pada malam 20 Juli di istana, di mana 
Gubernur Jenderal HJ Van Mook mengumumkan pada wartawan tentang dimulainya 
Aksi Polisionil Belanda pertama. Serangan di beberapa daerah, seperti di Jawa Timur, 
bahkan telah dilancarkan tentara Belanda sejak tanggal 21 Juli malam, sehingga 
dalam bukunya, J. A. Moor menulis Agresi Militer Belanda I dimulai tanggal 20 Juli 
1947. Belanda berhasil menerobos ke daerah-daerah yang dikuasai oleh Republik 
Indonesia di Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. 
Fokus serangan tentara Belanda di tiga tempat, yaitu Sumatera Timur, Jawa 
Tengah dan Jawa Timur. Di Sumatera Timur, sasaran mereka adalah daerah 
perkebunan tembakau, di Jawa Tengah mereka menguasai seluruh pantai utara, dan di 
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Jawa Timur, sasaran utamanya adalah wilayah di mana terdapat perkebunan tebu dan 
pabrik-pabrik gula. 
Pada Agresi Militer I ini, Belanda juga mengerahkan kedua pasukan khusus, 
yaitu Korps Speciale Troepen (KST) di bawah Westerling yang kini berpangkat 
Kapten, dan Pasukan Para I (1e para compagnie) di bawah Kapten C. Sisselaar. 
Pasukan KST yang sejak kembali dari Pembantaian Westerling, pembantaian di 
Sulawesi Selatan belum pernah beraksi lagi, kini ditugaskan tidak hanya di Jawa, 
melainkan dikirim juga ke Sumatera Barat. 
Sekitar pukul 05.30 pagi, Belanda mulai melaksanakan serbuan terhadap 
wilayah-wilayah RI dengan jumlah tentara Belanda pada masa itu ialah 120.000 
orang. Sedangkan tentara indonesia hanya seadanya itu pun dengan organisasi yang 
belum teratur
4
. Di Jawa Barat, Belanda mengerakan dua Divisi yaitu divisi B dan 
divisi 7 Desember, di Jawa Tengah oleh Brigade T dan di Jawa Timur oleh divisi A. 
pada hari kedua, Belanda telah menguasai kota-kota pedalaman di ujung timur Jawa 




Wilayah lain di Jawa Tengah yang coba di kuasai oleh pasukan Belanda 
adalah wilayah Karesidenan Pekalongan, yang merupakan wilayah yang berbatasan 
langsung dengan Jawa Barat. Wilayah ini merupakan wilayah pertahanan pertama 
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para pejuang Indonesia di Jawa Tengah. Setelah wilayah Cirebon dapat ditaklukan 
Pasukan Belanda maka wilayah selanjutnya adalah Karesidenan Pekalongan. 
Perjuangan perlawanan dimulai dari kabupaten Brebes yang berbatasan langsung 
dengan Cirebon. 
Pusat Pemerintahan Brebes ada di Kecamatan Brebes dan merupakan 
Kabupaten dengan jumlah penduduk paling banyak di Jawa Tengah, dan paling luas 
di Jawa Tengah ke-2 setelah Kabupaten Cilacap. Kabupaten Brebes terletak di bagian 
Utara paling Barat Provinsi Jawa Tengah, di antara koordinat 108° 41'37,7" - 109° 
11'28,92" Bujur Timur dan 6° 44'56'5" - 7° 20'51,48 Lintang Selatan dan berbatasan 
langsung dengan wilayah Provinsi Jawa Barat. 
Wilayah Brebes saat pasukan Belanda datang sedang dalam masa yang sulit, 
hal ini disebabkan dari efek Revolusi Sosial “Peristiwa Tiga Daerah” di wilayah 
tersebut yang menyebabkan sebagian kepercayaan rakyat menurun terhadap 
pemimpin kabupaten di Brebes. Pengumuman bahwa tentara Belanda akan 
menduduki Jawa pada waktu singkat telah melibatkan Bupati Brebes ke medan 
pertikaian terbuka dengan kaum revolusioner di Brebes. Walaupun pada akhirnya 
Bupati menerima kemerdekaan Indonesia, keragu-raguan terhadap pangreh praja, 
yang oleh pemuda Brebes dinamakan kelompok Mosvia itu tetap berlanjut.  
Penentangan pangreh praja terhadap gerakan revolusioner timbul dalam 




Rakyat) resmi yang di bentuk pada bulan September di Brebes maka wedana Brebes 
R.Sudirman membentuk “BKR gelap” yang rupa-rupanya digunakan untuk 
melindungi pangreh praja.  
Ketua KMI Brebes, Kartohargo, dalam sidang pengadilan mengatakan bahwa 
BKR gelap ini terdiri dari bajingan-bajingan yang tidak di sukai rakyat, karena 
merasa dekat dengan pangreh praja mereka sering berlaku tidak adil. Selain AMRI 
(Angkatan Muda Republik Indonesia) Brebes pimpinan Kartohargo, beberapa 
pemuda bersama beberapa lenggaong membentuk AMRI-1 (Angkatan Muda 
Republik Indonesia Islam). Mereka itulah yang terlibat dalam pertentangan dengan 
BKR/TKR dan AMRI Brebes.
6
 Hal ini menimbulan perpecahan dalam diri rakyat 
Brebes untuk menghadapi pasukan Belanda. 
Wilayah Cirebon dapat ditaklukan, pada 25 Juli 1947 oleh  Brigade V dan 
Brigade W atau Divisi B dari Pasukan Belanda, setelah menguasai Cirebon pasukan 
Belanda menyebrang ke perbatasan Jawa Barat dan Jawa Tengah, Brigade W di 
Perintahkan melanjutkan perjalananya menuju Pekalongan mengikuti Pantai Utara 
Sementara Brigade V di Tegal akan bergerak ke arah Selatan menuju pegunungan, 
dan melewati Bumiayu terus menerobos ke Cilacap di Pantai Selatan. 
Pada saat terjadi Agresi Militer Belanda I, di bagaian selatan wilayah Brebes 
yaitu Bumiayu terjadi kerusuhan yang mengakibatkan dibakarnya bangunan-
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bangunan milik warga Tionghoa. Bangunan milik warga Tionghoa di bakar massa, 
dan tak terkecuali sekolah milik Tiong Hwa Hwee Koan (THHK) ikut dibakar pula. 
Kerusuhan tersebut di picu bahwa warga Tionghoa tidak pro terhadap kemerdekaan, 
sehingga yang terjadi adalah kebencian rakyat pribumi terhadap warga Tionghoa, dan 
memuncak pada pembakaran bangunan-bangunan milik Tionghoa. Kerusuhan antara 
warga pribumi dan warga Tionghoa pada waktu itu diakibatkan karena politik adu 
domba penjajah Belanda. Warga Tionghoa dimanfaatkan oleh Belanda sebagai mata-
mata, di wilayah Brebes pada waktu itu warga Tionghoa dijadikan mata-mata 
Belanda untuk mengetahui “sarang” gerilya warga pribumi. Regu mata-mata 
Tionghoa disebut Po Ang Tui (PAT). Masalah tersebut maka timbullah kebencian 
rakyat terhadap warga Tionghoa, dan berakibat kerusuhan antar etnis dan kekacauan 
keamanan. 
Agresi Militer Belanda I mengakibatkan ketidakstabilan dalam segala bidang, 
bagi bangsa yang baru merdeka tersebut. Hal ini berimbas pada keamanan nasional, 
dan terhentinya aktivitas para warga pribumi. Dikatakan sepanjang Revolusi 1945-
1949, lokasi bekas sekolah Tionghoa di Bumiayu menjadi sepi. Hal ini dikarenakan 
kondisi kemanan yang tidak kondusif dan warga masih khawatir dengan Agresi 
Belanda. 
Wilayah Tanjung, sebuah Kota Kewedanaan yang berpenduduk sekitar 5.000 
orang terletak di dataran pantai sebelah barat kota Brebes, sekelompok kecil gerakan 




anggotanya termasuk para lenggaong tersohor di desa Kemurang. Satu kelompok 
merintangi jalan, mengentikan setiap orang yang lewat dan kelompok lainya 
mengatur penjagaan keamanan desa, memeriksa semua kendaraan yang menuju dan 
meninggalkan daerah itu. Kelompok lain bertanggung jawab atas keamanan stasiun 
kereta api, setiap malam 10 orang orang pemuda berjaga di markas.
7
 
Di Plompong sebuah desa di kecamatan Sirampog, Brebes, Jawa Tengah, dalam 
masa-masa Agresi Militer Belanda, desa ini juga menjadi ajang pertempuran yang 
cukup sengit. Rakyat mengungsi karena ketakutan dan khawatir menjadi korban, 
mereka menuju hutan-hutan di perbukitan yang saat itu masih sangat lebat. Terjadi 
juga  pembakaran rumah-rumah penduduk di desa Cibendung oleh tentara Belanda 
karena warga Cibendung dianggap membantu dan menyembunyikan para pejuang 
Tentara Nasional Indonesia (TNI) Divisi Siliwangi wilayah timur. Konon kabarnya 
hanya tersisa lima rumah yang luput dari pembakaran karena letaknya tersembunyi. 
Selain di Plompong, perlawanan rakyat Brebes juga dilakukan di Dukuh 
Kobokan, kecamatan Banjarharjo. Dalam pertempuran ini pasukan Indonesia di 
pimpin oleh Pratikon dan Bakja yang merupakan pemimpin tentara Indonesia. 
Walaupun dalam pertempuran ini pasukan Indonesia kalah namun jumlah korban dari 
pasukan Belanda juga tidak sedikit berjumlah, sebanyak 90 pasukan Indonesia gugur 
dan dari pasukan Belanda berjumlah 32 orang. 
Serangan Pasukan Belanda ke wilayah Brebes mengakibatkan sebagaian 
pemimpin rakyat di tanggkap salah satunya Binadji yang merupakan Ketua Komite 
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Nasional Indonesia Daerah (KNID) Brebes dan Kyai Syatori adalah Bupati Brebes 
era revolusi 1945. Syatori merupakan tokoh Masyumi dan pengusaha muslim yang 
dipilih rakyat menjadi bupati Brebes pada November 1945. Syatori dibunuh oleh 
pasukan Belanda. Mayatnya ditemukan di Songgom
8
. Ia dibunuh setelah menolak 
bekerja sama dalam pemerintahan Belanda. Sedangkan Binadji diculik oleh pasukan 
Belanda dari rumahnya dan dibunuh di tepi sungai Pemali. Jenazahnya tidak bisa 




B. Perjuangan di Kabupaten Tegal  
Tegal berada di wilayah Pantura ( Pantai Utara Jawa), dari peta orientasi 
Provinsi Jawa Tengah berada di Wilayah Barat, dengan bentang terjauh utara ke 
selatan 6,7 Km dan barat ke timur 9,7 Km. Wilayah ini merupakan salah tempat yang 
menjadi cikal bakal berdirinya Korps Marinir seperti tercatat dalam pangkalan IV 
ALRI (Angkatan Laut Republik Indonesia). Dilihat dari letak geografis, posisi Tegal 
sangat strategis sebagai penghubung jalur perekonomian lintas nasional dan regional 
di wilayah Pantura yaitu dari barat ke timur (Jakarta-Tegal-Semarang-Surabaya) 
dengan wilayah tengah dan selatan Pulau Jawa (Jakarta-Tegal-Purwokerto-
Yogyakarta-Surabaya) dan sebaliknya. 
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Pasukan dari Brigade W yang bergerak ke arah Timur pada 25 Juli melewati 
kota dan kampung yang praktis telah ditinggal oleh pasukan Indonesia, mereka 
mencapai Slawi menjelang sore tanpa menjumpai lawan, dari sini pasukan Indonesia 
yang dikirim kekota pelabuhan yang letaknya tepat di sebelah utara, yaitu Tegal 
sebagai salah satu pangkalan ALRI (Angkatan Laut Republik Indonesia). Pasukan di 
pandu oleh beberapa buah Tank, berkendaraan truk mulai menuju Slawi untuk 
melawan Pasukan Belanda. 
Pasukan Belanda dihadang oleh ALRI dengan tembakan senapan dari 
beberapa kampung tidak jauh dari jalan raya, ketika gerakan tidak dapat dihentikan 
beberapa pasukan ALRI dengan Menggunakan truk, yang dipasang dengan meriam 
melakukan serangan bunuh diri terhadap pasukan Belanda. Pada saat hampir 
bersamaaan meriam milik ALRI, meriam tank dan senapan mesin yang berada di 
belakang tank  Pasukan Belanda menembakan meriam ke pasukan Belanda, tidak 
jauh dari tempat kejadian  hal serupa terulang lagi, ALRI dengan Sebuah truk 
melakukan perlawanan terhadap pasukan Belanda namun serangan ini dapat 
dibungkam oleh pasukan Belanda.
10
 
Pasukan Belanda yang gagal merebut kota Tegal pada tanggal 25 Juli 1947 
sehingga mereka minta bantuan Angkatan Udara milik Belanda yang kemudian 
mengerahkan satu pesawat pengebom dan tiga pesawat tempur. Dari udara, pesawat 
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pengebom menjatuhkan bom-bom di atas kota Tegal. Berbekal ilmu perang yang 
diajarkan Jepang, pejuang-pejuang ini bisa menyelamatkan diri. Belanda tidak perduli 
jika bom-bom tersebut mengenai warga sipil. Tiga pesawat tempur Belanda seperti 
tak berguna. Karena sulit menentukan posisi pejuang, pesawat-pesawat itu 
menghambur-hamburkan peluru secara sembarangan saja.  
Saat itulah seorang warga sipil, yang sudah puluhan tahun hidup di Tegal, 
berkhianat dengan memberi tanda lokasi kedudukan pejuang kita. Pesawat Belanda 
menyambut tanda itu dengan memuntahkan peluru maut ke tempat tersebut. 
Untunglah pesawat tempur Belanda  berhasil diusir oleh regu anti serangan udara. 
Dua regu pejuang anti serangan udara ini ditempatkan di Slerok dan di dekat SMA 2 
Tegal sekarang. Sampai sejauh ini pejuang kita masih sanggup mempertahankan kota 
Tegal dari gempuran dahsyat  tentara Belanda.
11
  
Setelah seharian menyerang kota Tegal namun gagal, pada tanggal 26 Juli 
1947 tentara Belanda mengerahkan pasukan besar-besaran dengan bantuan sebuah 
pesawat pengebom dan 3 pesawat pemburu serta tambahan satu kapal perang lagi 
(total ada 3 kapal perang). Karena pertahanan markas ALRI Tegal sulit ditembus, 
Belanda menyerang pantai yang jauh dari tempat itu. Maka pantai Muarareja menjadi 
sasaran meriam kapal perang Belanda.  Entah sengaja entah tidak, peluru meriam ini 
banyak ditembakkan ke tambak-tambak bandeng di Muarareja. Setelah merasa aman, 
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kapal perang tersebut mendaratkan puluhan tank dan kendaraan militer ke pantai 
Muarareja. Pejuang Tegal tidak menghambat gerakan musuh ini karena taktik 
perangnya telah diubah menjadi strategi “kota terbuka”. 
Meskipun Belanda sudah meningkatkan serangannya atas kota Tegal, tidak 
ada tanda-tanda pejuang mau menyerah, namun pejuang mengkhawatirkan 
keselamatan warga sipil. Masih banyak warga sipil yang belum sempat mengungsi. 
Bom-bom yang dijatuhkan oleh pesawat tempur Belanda dan peluru yang dihambur-
hamburkan oleh senapan mesin musuh menimbulkan korban jiwa di pihak rakyat 
yang tak berdosa. Oleh karena itu markas pejuang Tegal mengirim surat kepada 
pimpinan tentara Belanda yang isinya menyatakan Tegal sebagai kota terbuka. 
Dengan demikian berlaku hukum internasional yang menjamin keamanan warga sipil, 
sementara pejuang Tegal harus meninggalkan kota tersebut sedangkan Belanda bebas 
memasukinya. Demikianlah, pada hari Sabtu tanggal 26 Juli 1947 (bertepatan dengan 
tanggal 7 Ramadhan) jam setengah empat sore kota Tegal, yg sudah dibumi 
hanguskan pejuang, jatuh ke tangan Belanda.
12
 
Pasukan yang mempertahankan Tegal sekarang tinggal bersenjatakan senapan 
untuk menghadapi pasukan Belanda, mereka akhirnya memutuskan untuk melepas 
Tegal karena tidak berdaya menghadapi pasukan Belanda yang memiliki persenjataan 
lebih lengkap. Pengunduran Pasukan ALRI ke arah selatan dan dan Tenggara masih 
diselingi tembak-menembak dengan pasukan Belanda yang mendesak terus, di 
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tambah dengan kedatangan pasukan bantuan dari angkatan laut Belanda yang datang 
dari Pelabuhan Tegal menyebabkan perlawanan di pelabuhan Tegal dapat diatasai, 
namun sebelum meninggalkan wilayah Pelabuhan, pasukan dari ALRI mencoba 
menghancurkan beberapa gedung agar tidak dapat digunakan oleh pasukan Belanda.
13
 
Sekalipun Belanda berhasil menguasai kota Tegal, namun mereka tidak berani 
jauh-jauh dari markas. Patroli adalah tugas yang sangat berbahaya karena merupakan 
sasaran empuk bagi  pejuang. Bersembunyi dalam tank tidak menjamin keselamatan 
nyawa karena bisa saja seorang pemuda tahu-tahu sudah ada di dekat kendaraan lapis 
baja itu dan melemparkan granat ke dalamnya. Bahkan pernah ada laporan seorang 
(gila menurut Belanda) nekat menyerang tank dengan parang, Pejuang Tegal 
membuat Belanda frustasi. Tiap hari ada saja tentara Belanda yang harus diantar ke 
“kerkoff” (kompleks pemakaman Belanda, terletak di Jalan Hang Tuah, Tegalsari, 
sekarang menjadi kuburan Cina dengan nama tetap “kerkof”). 
Setelah Kota Tegal diduduki Belanda maka markas pejuang dipindahkan ke 
Bumijawa, Kabupaten Tegal, tepatnya di Desa Muncanglarang. Suatu hari Letkol 
Susman, komandan pejuang, mencurigai aktivitas mata-mata di sekitar markasnya. 
Esoknya pada tanggal 2 September 1947, markas pejuang dibombardir Belanda. 
Dengan dukungan pesawat tempur, Belanda berhasil menguasai Bumijawa.  
Belanda mengadakan pesta atas kemenangan yang gilang gemilang itu, 
kemenangan yang diraih tanpa seorang pun tentaranya tewas. Dengan jatuhnya 
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markas pejuang Tegal maka seluruh Tegal (kota maupun kabupaten) telah berhasil 
dikuasai mereka. Demikian anggapan mereka. Mereka tidak tahu bahwa dalam 
serangan ini memang tidak ada tentara Belanda yang mati tetapi juga tak ada korban 
jiwa di pihak Indonesia. Semua pejuang sudah menyingkir sehari sebelumnya. 
“Biarkan mereka bersenang-senang sebentar, nanti malam kita akan merebut kembali 
Bumijawa”, tekad Letkol Susman.14 
Letkol Susman bersama seorang pejuang menyamar sebagai rakyat jelata. 
Seperti orang panik, keduanya berbaur bersama rakyat yang mengungsi ke sana ke 
mari. Dari hasil “ke sana ke mari” itulah Letkol Susman bisa mengetahui posisi dan 
kekuatan tentara Belanda. Di pendopo kecamatan, tentara Belanda sedang berpesta 
atas keberhasilannya menguasai Bumijawa. Hanya beberapa meter dari pasukan 
Belanda itu, serombongan rakyat yang kelaparan minta makanan pada Pak Camat. 
Salah seorang rakyat yang “kelaparan” itu adalah Letkol Susman. Dengan cara ini ia 
berhasil menemui Pak Camat, juga para lurah. Mereka mengadakan pembicaraan 
rahasia membahas rencana mengusir Belanda dari Bumijawa. 
Pada siang hari tanggal 2 September 1947 penjajah Belanda menguasai 
Bumijawa, Kabupaten Tegal. Malam harinya, setelah melalui proses perencanaan 
yang melelahkan, pejuang mengepung markas Belanda. Biasanya pejuang Indonesia 
menggunakan taktik “serang dan lari” namun kali ini mereka tak akan lari. Hanya ada 
dua pilihan : gugur atau berhasil mengusir Belanda dari Bumijawa. Pertempuran 
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sengit berlangsung sampai jam 5 pagi. Seperti biasa, tentara Belanda menghambur-
hamburkan peluru ke segala arah : berharap bisa menakut-nakuti pejuang. Sementara 
Belanda melakukan serangan ngawur, pejuang menyerang secara teratur dan terarah. 
Waktu memasuki kota Tegal dada tentara Belanda dibusungkan, kini dada mereka 
dipenuhi perasaan takut. Kesombongan mereka waktu menyerang kota Tegal kini 
harus dibayar mahal dengan banyaknya tentara Belanda yang tewas di ujung peluru.
15
 
Pada perang di Bumijawa, Tegal, malam hari tentara Belanda kalah telak. 
Dengan demikian Belanda menguasai Bumi Jawa hanya beberapa jam saja. Tentara 
Belanda beralasan bahwa kondisi malam yang gelap dan hujan rintik menyebabkan 
mereka terdesak. Pemilihan waktu serangan malam hari adalah kecerdikan pejuang 
Tegal. Pada malam hari pesawat tempur Belanda tidak berdaya.  
Berita kemenangan pejuang dalam perang melawan Belanda di Bumijawa 
menyebar luas dengan cepat. Bahkan kabar gembira tersebut sampai ke telinga 
Panglima Besar Jenderal Sudirman dalam waktu beberapa jam saja. Kemenangan di 
Bumijawa mengobarkan semangat juang pahlawan-pahlawan kita di semua daerah. 
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C. Perjuangan Rakyat di Kabupaten Pemalang dan Pekalongan  
Sasaran berikutnya Brigade W adalah wilayah Pekalongan yang letaknya 
sekitar 65 KM sebelah timur Tegal, pada 1 Agustus dua Bataliyon berangkat menuju 
Pekalongan, di sepertengah perjalanan di jumpai kota kecil Pemalang yang 
dipertahankan dengan mengadakan perlawanan. Perlawanan yang dilakukan di 
Pemalang di motori oleh para santri-santri, para santri ini merupakan santri di wiayah 
Ampelgading atau Pemalang bagian Selatan. Mereka tergabung dalam pimpinan K.H. 
Makmur yang seorang pemimpin Pesantren Syalafiyyah di Pemalang.  Perlawanan 
mereka tidak berarti, hal ini tidak terlepas dari penarikan pasukan oleh tentara 
Indonesia di Karesidenan Pekalongan kepusat kota di Pekalongan, sehingga wilayah 
di Pemalang menjadi wilayah kosong bagi pertahanan Indonesia, para santri yang 
hanya berbekal senjata seadanya harus melawan pasukan Belanda dengan 
perlengkapan yang lengkap, menyebabkan perlawanan di Pemalang dapat di 
patahkan. 
Berbeda dengan di wilayah Brebes, orang-orang Cina di Pemalang adalah 
bagian yang tak terpisahkan dari kaum perjuangan, bahkan mereka mempunyai 
organisasi perjuangan sendiri. Di Pemalang ada faktor tertentu yang membuat mereka 
lebih dekat dengan penduduk Jawa, berbeda dengan daerah-daerah lain lain seperti 




Sekolah Cina Pemalang , Tiong Hua Hwee Kwann (THHK), yang didirikan 
pada tahun 1921 merupakan tempat bagi orang Cina melakukan Perlawanan terhadap 
Belanda, Salah satu tokoh yang paling terkenal adalah Tan Jiem Kwan, dia adalah 
anggota Kopor ( Koempoelan Orang Perjoeangan ) dan juga LPT ( Laskar  Pemoeda 
Tionghoa), bersama dengan angota Kopor dan LPT Tan Jiem Kwan melakukan 
perlawanan di daerah Pemalang bersama API Pemalang mereka membentuk beberapa 
markas untuk membendung serangan pasukan Belanda, namun karena kalah jumlah 
dan persenjataan akhirnya harus mundur kewilayah Pekalongan. 
Keesokan harinya terjadi hal yang berbeda ketika pasukan Belanda 
Meneruskan perjalanan pada tanggal 2 Agustus mereka memasuki daerah yang di 
pertahankan oleh Pasukan Indonesia yang tergabung dalam Resimen 17 dari divisi 3. 
Pasukan dari divisi ini tidak mengirim kesatuannya ke Jawa Barat karena di 
persiapkan untuk tugas khusus yaitu mempertahankan wilayah di pantai utara jawa 
terutama di wilayah Karesidenan Pekalaongan.
16
 
Perlawanan rakyat di wilayah ini di mulai dengan meledakan jembatan di dua 
buah sungai besar yang ada disana, yaitu sungai Comal dan sungai Sragi, di kampung 
Sragi inilah menjadi titik pertahanan bagi perlawanan diwilayah Pekalongan untuk 
membendung pasukan Belanda. Jalan raya dan rel kereta api menuju timur 
bersilangan dikampung ini, itulah sebabnya Lektol Wadiono, Komandan Resimen 17 
memilih wilayah ini sebagai puast Pertahanan. Senapan mesin berat, yang sebagian 
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besar di dapat dari tentara jepang mulai disiapkan sepanjang jalan menuju Sragi, dari 
gedung-gedung pabrik teh yang berada di wilayah ini  digunakan sebagai pelindung 
dari serangan pasukan Belanda.  
Pasukan depan dari Belanda di jembatan Kali Comal, yang di hancurkan, 
sementara harus meninggalkan truk dan carriernya untuk menyebrangi Kali Comal, 
karena bila harus membawah truk dan carriernya membembutukan waktu yang lama, 
dari wilayah inilah para pasukan dari Belanda harus berjalan kaki. Setelah 
melanjutkan perjalanan beberapa kilometer pasukan Belanda di serang oleh pasukan 
indonesia yang sudah siap melakukan serangan di wilayah Sragi. Terjadi tembak-
menembak antara pasukan Belanda dan pasukan Indonesia, lebih dari satu jam 
pasukan Belanda dekat pabrik teh tidak dapat bergerak baik maju maupun mundur, 
karena sebagian persenjataan dari Pasukan Belanda Berada di Truk dan Carrier yang 
ditinggalkan di seberang kali Comal.
17
 
Baru setelah ada bantuan dari Bataliyon, pasukan Belanda dapat melakukan 
serangan balasan dengan menembaki meriam ke pabrik teh tempat pasukan Indonesia 
berlindung, tidak lama kemudian peluru meriam berjatuan di pabrik teh, yang 
menguntungkan pasukan Belanda dan tidak lama berselang pabrik teh di Sragi dapat 
dikusai pasukan Belanda. Dalam serangan di Sragi ini menelan empat orang prajurit 
Belanda dan sementara di pihak pasukan Indonesia lebih dari 130 orang
18
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pasukan Belanda pada hari itu untuk mencapai Pekalongan tidak berhasil, akibat 
pertempuran di Sragi, hal ini menyebabkan pasukan Belanda harus menginap di salah 
satu kampung yang terletak di dekat pantai. 
Keesokannya pasukan Belanda telah sampai di wilayah Kota Pekalongan 
sekaligus pusat pemerintahan Karesidenan Pekalongan, pada saat sampai di kota 
pekalongan pasukan Belanda hanya menemuai beberapa orang saja di wilayah kota, 
karena sebagian besar dari para petinggi Karesidenan Pekalongan telah meninggalkan 
pusat Pemerintahanya di Pekalongan. 
Ketika Belanda mulai menduduki kembali ke daerah Pekalongan hampir 
dikatakan sangat mengejutkan.Sebab tidak disangka-sangka Belanda yang diramalkan 
tidak akan masuk Pekalongan ternyata telah mengadakan bombardir dan penyerangan 
memasuki Pekalongan. Dengan adanya Belanda memasuki kota Pekalongan terpaksa 
rakyat dan pejabat pemerintahan harus mengungsi dan mencari tempat yang lebih 
aman. Serangan Belanda terhadap kota Pekalongan dilakukan dari berbagai penjuru, 
baik dari udara, darat maupun laut. Tentara Keamanan Rakyat (TKR) yang beberapa 
bulan setelah Proklamasi telah menghadapi Gerakan Tiga Daerah, pada tahun 1947 
harus berhadapan dengan tentara Belanda.
19
 
Selain para tentara, perlawanan juga dilakukan oleh para laskar-lakasr yang ada di 
pekalongan, salah satunya laskar Hisbullah. Laskar yang terdiri dari para masyarakat 
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dan para santri ini melakukan perlawannan di puast kota Pekalongan, mereka 
melakukan perlawanan di malam hari, hal ini dilakukan dengan tujuan mengambil 
senjata para pasuka Belanda yang sedang istrirahat di malam hari. Pusat perlawann 
laskar ini di bagi menjadi tiga tempat, yang pertaman di pusat kota atau di dekat 
gedung bekas Karesidenan Pekalongan, yang kedua dilakukan di wilayah 
Pekajangan, perlawanan ini di sokong oleh para pengusaha batik yang banyak berada 
disana. Dan yang ketiga terletak di perbatasan Pekalongan-Batang, disini didirikan 
rumah sakit umum bagi para pejuang. 
Pusat perlawana dilakukan di daerah Pekajangan yang merupakan basis kekuatan 
para pengusaha batik dan juga di wilayah Krapyak, selain laksar-laskar perlawanan 
juga di lakukan para Petani di wilayah pinggiran Kota Pekalongan, hal ini di buktikan 
dengan didirikanya beberapa rumah sakit dan kantor yang berada di desa 
Warungasem sebagai pusat pertahanan oleh pasukan Indonesia yang di bangun oleh 
para petani. 
Walaupun pusat Karesidenan dapat diduduki namun perlawanan terus dilakukan, 
terutama di pinggiran kota Pekalongan, salah satu tokoh yang terlibat dalam 
perlawanan tersebut adalah Umar bin Dasimun salah satu pendiri NU di wilayah 
Pekalongan. dengan berbekal pengalaman pertempuran seadanya beliau bersama 
masyarakat Desa Baros melakukan hadangan terhadap pasukan Belanda, walaupun 
perlawanan ini dapat di kalahkan namun perlawanan didesa Baros ini memicu 




PERJUANGAN RAKYAT DALAM PEMERINTAHAN DARURAT 
KARESIDENAN PEKALONGAN 
A. Perpindahan Pusat Pemerintahan dari kota Pekalongan 
Tentara Keamanan Rakyat yang terdiri dari Resimen 17 dibawah pimpinan 
Kapten Soemantoro pada awalnya telah berusaha membendung serangan Belanda. 
Pasukan tersebut masih bertahan di daerah pinggiran kota. Akan tetapi serangan 
Belanda dari arah barat dan utara telah mendesak pasukan tentara rakyat mundur ke 
arah timur. Salah satu dari pasukan yang dipimpin Kapten Soemantoro terjadi kontak 
senjata dan memaksa pasukan TKR terdesak mundur. “Pada waktu itu serangan 
Belanda sangat gencar. Belanda terus mengejar hingga memasuki wilayah 
Warungasem, Pandansari dan Batang. Pasukan kami terus dikejar hingga memasuki 
daerah Krompeng, Talun terus ke kecamatan Doro. Saat beristirahat di Galang 
Pengampon, Wonopringgo,teman kami bernama Saefudin gugur ditembak Belanda. 
Pasukan terus bergerak kearah Dukuh Sewawar desa legok gunung dan berlanjut 
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Slamet Sukadio mengatakan bahwa di Lolong komandan telah 
memerintahkan untuk bersiap diri melanjutkan perjalanan. Akan tetapi pasukan 
belum mulai bergerak, pukul Delapan pagi mendadak Belanda telah membrondong 
dengan senapan. Kapten Soemantoro berteriak lantang memerintahkan siap senjata 
dan terus bergerak mencari tempat yang aman. Dengan menyusuri sungai pasukan 
pejuang berusaha menghindar. Dibawah hujan peluru Belanda, pasukan berusaha 
menerobos Lolong terus naik keatas meninggalkan sungai memasuki hamparan 
sawah di Dukuh Jambe. Sementara itu pasukan Belanda sudah menghadang dengan 
tembakan-tembakan gencar. Dibawah hujan peluru Belanda, pertempuran hidup mati 
tak terhindar lagi. Para pejuang ada yang berhasil lolos, dan beberapa orang ada yang 
tertangkap hidup di pihak musuh. Diantaranya 2 orang yaitu Moelyono yang 
memegang senjata metraliur dan seorang pemegang Loop Mortir. Sedang sisa 
pasukan yang lain telah menyelamatkan diri kedesa Selong terus ke Mendolo, Lebak 
Barang. Kemudian pasukan perjuangan melanjutkan perjalanan sampai di 
Petungkriono. 
Mendengar kekalahan pasukan Indonesia para petinggi Karesidenan yang 
berada di pusat kota Pekalongan melakukan inisiatif untuk mengosongkan kota 
Pekalongan, kebijakan ini diambil untuk menjegah terjadinya korban yang lebih 
banyak. Pemerintah Karesidenan Pekalongan akhirnya menyingkir atau mengungsi 
ke Kecamatan Lebakbarang.  
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Lebakbarang adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Pekalongan bagian 
selatan yang terdiri dari daerah perbukitan yang sebagaian besar dikelilingi hutan 
yang masih alami, Lebakbarang dianggap menjadi tempat yang aman karena di 
kelilingi oleh bukit dan hutan yang lebat
2
. Sementara itu, para pemimpin Peristiwa 
Tiga Daerah sedang dalam proses pengadilan, dengan keadaan yang tidak menentu, 
Hakim Soeprapto yang bertugas mengadili pimpinan Tiga Daerah, sambil membawa 
berkas pengadilan terpaksa bersama-sama pejabat karesidenan Pekalongan 
memindahkan pusat Pemerintahannya ke Lebakbarang. 
Para pejabat Karesidenan dari Kabupaten Pekalongan ke Lebakbarang antara 
lain, Wali Al Fatah (Residen Pekalongan), Soedjono (Asisten residen Pekalongan), 
Agoes Miftah (Sekretaris Residen Pekalongan), M Soerodjo (Bupati Pekalongan), R. 
Soepeno (Patih Pekalongan), R. Kasim Brotodirdjo (Kepala Djawatan Penerangan 
Pekalongan), Soeprayitno (Patih Pekalongan), Moehidin (Sekretaris Bupati 
Pekalongan), Dr Moeljadi (Kepala Rumah Sakit Pekalongan), Tobing (Kepala LP 
Pekalongan), R. Tjokrowidagdo (Wedono Pekalongan), Mochtar (Wedono Comal) 
dan para Pejabat Militer antara lain: Major Brotosewoyo, Kapten Soegardjo, Kades 
Kaslan dan para staf pemerintahan serta masyarakat lainnya. 
Pusat Pemerintahan Darurat berlangsung selama satu bulan. Selama itu pula 
para pejabat menggunakan rumah penduduk sebagai tempat tinggal dan menjadikan 
                                                             
2
 Lebakbarang merupakan wilayah di Kabupaten Pekalongan yang berada di Selatan Pusat 
Pemerintahan Karesidenan Pekalongan. 
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rumah milik seorang Belanda bernama Thomas, sebagai Kantor Residen dan Kantor 
Bupati, akan tetapi semula tempat yang dianggap aman ternyata tidak lepas dari 
incaran penjajah Belanda. Pada saat itu terjadi penyerangan oleh tentara Belanda 
yang menyebabkan dua orang pegawai staf pemerintahan Pekalongan, masing-
masing Soekatyo dan Soekono gugur. Penyerangan tentara Belanda tersebut, 
mengakibatkan pos pemerintahan menjadi kacau, dan berpindah-pindah tempat. 
Akhirnya para pejabat dan pengungsi memutuskan untuk mencari tempat diwilayah 
Selatan yaitu Wonosobo dan Magelang. 
Saksi sejarah perjuangan tahun 1947 Slamet Sukadio, menceritakan, pada 
bulan Juli 1947, tentara Belanda yang diboncengi NICA, kembali menjajah 
Indonesia. Kekuatan pemerintah tidak mampu menghadapinya. Maka pemerintah 
Karesidenan Pekalongan, terdesak dan mengungsi di Lebakbarang. Para pejabat 
Karesidenan Pekalongan yang mengungsi ke Lebakbarang di antaranya, Residen 
Pekalongan Wali Al-Fatah, Asisten Residen Soedjono, Sekretaris Residen Agoes 
Miftah, Bupati Pekalongan M Soerodjo, Patih Pekalongan Soeprajitno, Sekretaris 
Bupati Pekalongan Moechidin, dan Wali Kota Pekalongan R Soepeno. “Para pejabat 




                                                             
3
 Wawancara Slamet Sukadio kamis 19Juli 2017, di Rumah narasuber desa Pekajangan, Pekalongan 
Selatan Pukul 15:00 WIB 
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Wali Al-fatah selaku Residen Pekalongan memerintahkan kepada 
Masyarakat Karesidena Pekalongan untuk tetap mendukung Pemerintahan Darurat 
Karesidenan Pekalongan dan Pemerintahan Republik Indonesia walaupun berada 
dalam situasi yang sulit karena serangan Pasukan Belanda. Pada suatu pagi buta tanpa 
diduga dari arah utara melewati Desa Mendolo dan Desa Kutorembet tentara Belanda 
menyerang yang mengakibatkan dua orang Pegawai Staf Karesidenan Pekalongan 
gugur. Para pejabat Pemerintah akhirnya menghindar menyelamatkan diri pindah ke 
desa-desa lain seperti Desa Tembelangunung, Pamutuh, Depok dan Wonosido. 
Begitu pula pusat pemerintahan menjadi kacau dan berpindah-pindah menuju ke arah 
Dieng, juga ke arah wilayah Wonosobo dan Magelang. 
Akibat Peristiwa ini, maka timbulah kekosongan kekuasaan. Pemerintah boleh 
dikatakan lumpuh, alat keamanan tak berdaya, dan alat pemerintahan lainnya hampir 
tidak berfungsi lagi. Peristiwa ini terjadi karena banyak jabatan pemerintahan yang 
lowong. Dalam keadaan darurat pengisian lowongan jabatan segera dilakukan, 
meskipun tidak menurut prosedur administratif yang legal-rasional sebagaimana 
mestinya
4
. Satu hal yang cukup menarik adalah bahwa jabatan bupati di Brebes dan 
Tegal diisi dengan menunjuk pemuka agama yang berpengaruh di daerah masing-
masing.  Kyai Haji Syatori ditunjuk untuk menjabat Bupati Brebes. Sedangkan Kyai 
Abu Suja‟I, pemuka agama yang berasal dari Desa Pacul, Tegal Selatan, ditunjuk 
                                                             
4
 Abdurrachman Suryomihardjo,. Peristiwa Tiga Daerah Suatu Interpretasi Sedjarah : Revolusi Sosial 
Menyambut Proklamasi Kemerdekaan. Prisma, No. 8. (Jakarta: LP3ES 1961). hal. 74   
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menjadi Bupati Tegal. Hanya di Pemalang jabatan Bupati dipegang oleh orang yang 
bukan pemuka agama yaitu Supangat, bekas mantri Klinik.  
Dalam situasi seperti ini hubungan antar daerah menjadi tegang dan putus. 
Hal ini diakibatkan oleh lenyapnya hubungan yang komunikatif antar daerah. Tiap  
daerah berusaha menjaga daerah masing-masing. Demikian pula hubungan dengan 
Pemerintahan Karesidenan Pekalongan juga menjadi putus dan penuh ketegangan. 
Lalu lintas terhambat, kareana di tiap perbatasan Kabupaten, terutama antara 
Kabupaten Pekalongan dengan daerah yang sedang bergolak tersebut terdapat 
penjagaan ketat, penduduk masing-masing daerah mencurigai orang yang masuk 
daerah lain. 
Berikut kantor Pemerintahan Darurat Karesidenan Pekalongan 




1. Pekalongan Wilayah Buwaran ( kantor di Tirto)  
2. Pekalongan Wilayah Wiradesa (kantor di Sragi) 
3. Pekalongan Wilayah Kajen (kantor di Kesesi) 
4. Pekalongan Wilayah Kedungwuni ( kantor di Wonopringo dan Bojong) 
5. Pekalongan Wilayah Doro ( kantor di Talun) 
6. Pekalongan Wilayah Batang ( kantor di Batang) 
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 Arsip Nasional Republik Indonesia No 344/pam/P.  Perihal Pimpinan Pelbagai Djawatan dalam 
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7. Pekalongan Wilayah Paninggaran ( kantor di Paninggaran) 
8. Pekalongan Wilayah Bandar  ( kantor di Bandar) 
9. Pekalongan Wilayah Blado atau Wonobrodo (kantor di Blado) 
10. Pekalongan Wilayah Bawang ( kantor di Tersono) 
 
B. Perjuangan melawan pasukan Belanda tahun 1948-1949 
Tekanan Dewan Keamanan PBB atas tindakan Belanda menyebabkan, pada 
tanggal 15 Agustus 1947 Pemerintah Belanda akhirnya menyatakan akan menerima 
resolusi Dewan Keamanan untuk menghentikan pertempuran. Pada 17 Agustus 1947, 
Pemerintah RI dan Pemerintah Belanda menerima Resolusi Dewan Keamanan untuk 
melakukan gencatan senjata. Kemudian, pada 25 Agustus 1947, Dewan Keamanan 
membentuk Committee of Good Offices for Indonesia atau Komite Tiga Negara 
(KTN) yang beranggotakan tiga negara, yaitu Australia yang dipilih oleh Indonesia, 
Belgia yang dipilih oleh Belanda dan Amerika Serikat sebagai pihak yang netral. 
Australia diwakili oleh Richard C. Kirby, Belgia diwakili oleh Paul van Zeeland dan 
Amerika Serikat menunjuk Dr. Frank Graham.
6
 
Republik Indonesia pasca Agresi Militer Belanda I masih harus menjalani 
diplomasi dengan Belanda yang memunculkan perjanjian Renville. Pada awalnya 
perjanjian ini hendak dilakukan di Jakart, namun Indonesia menolak dengan alasan 
perjanjian harus dilakukan di luar daerah pendudukan. Atas usul Komisi Tiga Negara 
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Arsip Nasional R.I (laporan dari perundingan delegasi, Sekretariat Delegasi Indonesia No 1163/v/2.)  
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(KTN) akhirnya perundingan dilaksanakan di atas kapal pengangkut pasukan 
Angkatan Laut Amerika “USS Renville”.  
Perundingan ini akhirnya dimulai pada 8 Desember 1947 diatas kapal 
Renville yang berlabuh di teluk Jakarta. Delegasi Republik Indonesia dipimpin oleh 
Mr. Amir Sjarifuddin, sedangkan delegasi Belanda dipimpin oleh R. Abdulkadir 
Widjoojoatmodjo, Seorang Indonesia yang memihak Belanda.
7
 Salah satu isi 
perjanjian tersebut adalah bahwa Belanda hanya mengakui wilayah Indonesia 
meliputi Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera. Akhirnya, seluruh pasukan RI 
harus meninggalkan daerah pendudukan dan menuju daerah yang diakui sebagai 
bagian dari RI. 
Carut marutnya keadaaan Republik Indonesia diperparah dengan adanya 
pemberontakan dari PKI di Madiun yang dipimpin oleh Musso, tentu keadaan 
Republik Indonesia semakin kacau karena harus dihadapkan kepada berbagai 
persoalan yang silih berganti. Perjanjian Renville yang telah ditandatangani ternyata 
dilanggar oleh Belanda. Pelanggaran yang dilakukan oleh Belanda pasca perjanjian 
Renville dilaporkan oleh Kepala bagian pemerintahan umum tanggal 10/11/1948  
berdasarkan pelaporan Tuan Asisten Wedono Kebumen dengan no.1132/dx/v/1 
dilaporkan kepada sekretariat umum Delegasi RI sebagai bahan protes.
8
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 Sudharmono, 30 Tahun Indonesia Merdeka 1945-1949 (Jakarta: Sekretariat Republik Negara 
Indonesia,1981) , hal 55 
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 Arsip Nasional R.I (pelaporan Tuan Asisten Wedono Kebumen dengan no.1132/dx/v/1.) 
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Pelanggaran yang dilakukan oleh Belanda menambah buruk keadaan republik. 
Keadaan yang kian carut-marut semakin diperparah dengan adanya agresi Militer 
Belanda II yang langsung menyerang ke pusat ibu kota Republik di Yogyakarta. 
Dalam perundingan di atas Kapal Renville yang dimediasi tiga negara ini, Indonesia 
diwakili Perdana Menteri Amir Syarifuddin Harahap, sedangkan Belanda diwakili 
Abdul Kadir Wijoyoatmojo yang merupakan warga pribumi.  Dalam hal ini, Belanda 
disebut berhasil melancarkan politik divide et impera yang mengiming-imingi 
Wijoyoatmojo harta dan jabatan. Saat itu, Belanda masih bersikukuh, yakni tidak 
bersedia mundur ke batas demarkasi
9
 sebelum Agresi Militer dan tetap 
mempertahankan batas demarkasi baru yang dinamakan "Garis van Mook" sebagai 
hasil Agresi Militer mereka.
10
  
Garis van Mook itu untuk Belanda merupakan "Dream Line" (garis impian) 
karena, dengan begitu Belanda memperoleh penambahan wilayah yang sangat besar, 
baik di Sumatera maupun di Jawa, terutama daerah-daerah yang kaya akan sumber 
daya alam yang sangat dibutuhkan oleh Belanda, seperti minyak dan hasil 
pertambangan lain. 
Karesidenan Pekalongan menjadi daerah yang dikuasai Belanda dalam 
perjanjian Renville, seperti juga sebagian besar wilayah Jawa Barat, pasukan TNI 
harus meninggalkan daerah yang telah dikuasai Belanda. Baik pasukan TNI maupun 
                                                             
9 Demakrasi merupakan batas pemisah, biasanya ditetapkan oleh pihak yang sedang berperang 
(sengketa) yang tidak boleh dilanggar selama gencatan senjata berlangsung untuk memisahkan dua 
pasukan yang saling berlawanan dalam medan pertempuran. 
10
  Ide Anak Agung Gde Agung. Renville, (Jakarta :Sinar harapan 1991) hal  26 
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pasukan lain yang bergerak di Karesidenan Pekalongan diperintahkan meninggalkan 
daerah ini. Kemudian kesatuan TNI menarik diri ke Desa Karangkobar di 
Banjarnegara, dan satuan pasukan lainnya, seperti Hizbullah dan BPRI, ke 
Wonosobo. Walaupun kekuasaan Pemerintahan Karesidenan Pekalongan Telah 
berpindah tempat tapi perlawanan tetap dilakukan oleh rakyat di Karesidenan 
Pekalongan. 
Di daerah Brebes. Ketika ada perintah untuk mengosongkan daerah kantong-
kantong Republik, sebagaimana yang diisyaratkan sebagai hasil perundingan dengan 
Belanda, masih ada para pejuang yang tetap tinggal di daerah tersebut. Kemudian 
para pejuang itu melakukan operasi militernya, dengan membagi pasukannya dalam 
dua kelompok, masing-masing bernama Gerakan Antareja Republik Indonesia 
(GARI), dan Gerilya Republik Indonesia (GRI).
11
 
Gerakan perlawanan yang diperlihatkan kedua kelompok pasukan ini, beberapa 
bulan kemudian diikuti juga satuan Hizbullah yang merasakan ketidakpuasan dengan 
hasil perundingan, walaupun pada permulaan penarikan mundur pasukan turut 
bersama TNI, namun kemudian kembali ke pangkalan asalnya.  
Adapun pemisahan diri yang dilakukan laskar Hizbullah lebih banyak disebabkan 
adanya gelombang baru reorganisasi yang diprogramkan pemerintah di dalam TNI. 
Adanya program pemerintah berupa rasionalisasi pasukan, menimbulkan kekecewaan 
dan kemarahan anggota satuan-satuan pasukan lain di luar TNI, baik satuan pasukan 
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yang dimobilisasikan maupun yang tidak Peristiwa inilah yang menjadi dasar bagi 
satuan-satuan Hizbullah untuk menginfiltrasi ke daerah Brebes dan Tegal.  
Kelompok pertama yang kembali ke daerah ini dipimpin Abas Abdullah. Ketika 
Abas Abdullah kembali ke Brebes, ia mendirikan Majelis Islam, dan memberikan 
nama bagi pasukannya, Pasukan Mujahidin (Pejuang-pejuang di jalan Allah). Ia 
menganggap bahwa Majelis Islam yang didirikannya sebagai pemerintah daerah 
sementara yang sah, dan berusaha mencoba menaklukkan pasukan yang tergabung 
dalam GARI dan GRI dengan paksa.  
Seperti yang terjadi di Jawa Barat, dimana terlihat ketidak sungguhan para elit 
pemerintah RI dalam menghadapi Belanda baik di meja perundingan maupun di 
medan perang untuk mengeksiskan Republik sendiri di mata dunia internasional, 
telah memberikan dorongan yang sangat kuat bagi timbulnya perjuangan jihad suci 
Darul Islam. Kelahiran perjuangan Darul Islam di Jawa Tengah pun dalam banyak 
hal ada persamaan dengan lahirnya perjuangan Darul Islam di Jawa Barat. Dimana 
adanya sejumlah satuan militer yang tergabung dalam setiap kelompok menolak 
mengundurkan diri dari daerahnya dan tetap tinggal di sana. Tambahan lagi terdapat 
rasa tidak senang akan cara Tentara Republik memperlakukan satuan-satuan pasukan 
tersebut. pengumuman politik dari pemerintah Jakarta, pengumuman yang 
dikeluarkan pada tanggal 27 Oktober dan ditandatangani oleh Soekarno-Hatta, berisi 
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tentang peringatan untuk rakyat agar tidak bertindak sendiri-sendiri, karena dapat 
menimbulkan anarki dan tumbangnya republik.
12
 
Kondisi politik di negeri Belanda menjadi salah satu penyebab awal terjadinya 
Agresi Militer Belanda II.  Pada 6 Agustus 1948, Dr.Willem Drees menjadi Perdana 
Menteri kabinet koalisi bersama Partai Katolik. Dia menggantikan Dr.L.J.M.Beel 
yang kemudian diangkat menjadi Hooge Vertegenwoordiger van de Kroon (Wakil 
Tinggi Mahkota) Belanda di Indonesia. Beel menggantikan posisi van Mook sebagai 
Wakil Gubernur Jenderal. Dr. Beel termasuk dalam garis keras dan dekat dengan 
kalangan pengusaha di Belanda yang tak ingin memberikan konsesi apapun kepada 
Indonesia. Hal tersebut berbeda sekali dengan Profesor Schermerhorn yang sosialis. 
Dengan pengangkatan Beel, Belanda menunjukkan wajah kerasnya, dan Letnan 
Jenderal Spoor yang ingin menghancurkan TNI mendapatkan dukungan politik. 
Seperti halnya ketika diadakan perjanjian Linggarjati antara Indonesia dengan 
Belanda yang dikhianati Belanda dengan melancarkan Agresi Militer Belanda I, 
ketika diadakan Perjanjian Renville Belanda juga mengkhianatinya. Perjanjian 
Renville yang diadakan pada bulan Januari 1948 di atas kapal Amerika USS Renville 
di pelabuhan Jakarta, menyepakati suatu gencatan senjata di sepanjang Garis Van 
Mook (suatu garis buatan yang menghubungkan titik-titik terdepan pihak Belanda 
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Pertikaian wilayah melatarbelakangi jalannya sebuah rencana agresi ke suatu 
wilayah di Indonesia. Dimulai dari penolakan kaum Republik terhadap tuntutan 
Belanda mengenai kekuasaan Perwakilan Tinggi Kerajaan Belanda selama periode 
pemerintahan federal sementara sebelum penyerahan kedaulatan Belanda. Belanda 
menuntut agar Perwakilan Tingginya punya hak untuk mengirimkan pasukan 
berdasarkan keputusannya sendiri ke daerah-daerah dimana pasukan menemukan 
sebuah pertikaian. 
Para pemimpin Republik percaya bahwa Belanda baru berani menyerang setelah 
mereka mendirikan pemerintahan federal sementara yang terdiri atas Negara-negara 
bagian Indonesia yang sudah dibangun dan dikuasai Belanda. Suatu federasi Negara 
boneka semacam itu diharapkan akan meminta dengan sopan bangtuan militer kepada 
Belanda untuk melawan pelanggaran di perbatasan Republik atau dorongan 
pemberontakan dalam satu atau lebih Negara boneka yang berbatasan dengan 
Republik. Hanya dengan berpura-pura membantu salah satu pihak Indonesia melawan 
pihak lainnya, para pemimpin Republik percaya bahwa Belanda baru berani 
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Pada intinya berbagai upaya perundingan digencarkan oleh Pemerintah Republik 
seperti Mohammad Hatta dengan Menteri-menteri dari Belanda dan Amerika. Sebuah 
kedaulatan wilayah menjadi pokok persoalan mengapa Belanda melakukan agresi 
pasukan militer wilayah Republik, dengan dalih menempatkan pasukannya kedaerah-
daerah yang bertikai. Perundingan itu dilaksanakan dengan atau tanpa melalui KTN 
yang ditengahi oleh Amerika Serikat. Pada dasarnya sama-sama membawa sebuah 
kepentingan politik dengan tujuan masing-masing. Kejelasan utama ada pada para 
tokoh Republik yang dengan teguh mempertahankan kedaulatan Negara pasca 
Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. 
Kebijakan Belanda terhadap Indonesia yang mulai ditetapkan pada akhir bulan di 
tahun 1948 meliputi suatu strategi tiga-sisi. Pertama kebijakan ini mengharapkan 
penerapan kekuatan militer secukupnya untuk menghancurkan Republik dan 
kehancuran total Militer Indonesia. Kedua, kebijakan ini menginginkan program 
pemecah belah secara menyeluruh diatur melalui suatu bentuk pemerintahan tidak 
langsung dengan menjadikan Indonesia sebagai Negara federal serikat. Yang ketiga, 
kebijakan ini mengahrapkan diperolehnya sanksi internasional atas program melalui 
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Pada tanggal 19 Desember 1948, tentara Belanda melancarkan aksi militernya 
yang kedua. Dengan aksi militernya itu, Belanda berusaha menghancurkan Indonesia 
dan militernya. Hasilnya dapat menguasai Ibukota RI di Yogyakarta. Belanda juga 
berhasil menahan Presiden, Wakil Presiden, dan para pejabat pemerintahan sipil 
maupun militer lainnya. Namun Panglima Besar TNI Jenderal Soedirman dapat 
meloloskan diri dan selanjutnya melakukan perang Gerilya.  
Pada saat penyerbuan Belanda ke Yogyakarta, ditandai dengan berita mengenai 
pencabutan pihak Belanda atas perjanjian Gencatan Senjata Renville diterima di 
Yogyakarta pada jam 5.30 sore berupa serangan pesawat-pesawat udara pembom 
Belanda di lapangan udara terdekat. Kemudian para pembom Belanda dan 
penembakan mulai melemahkan Yogyakarta yang kekuatannya dibangun di Bandar 
udara daerah itu. Brigade Marinir Belanda dibantu tentara KNIL berhasil mencapai 
pusat kota hingga istana Presiden. Hingga dapat menangkap Soekarno, Hatta dan 
anggota kabinet Republik, termasuk Agus Salim.
16
 
Pokok bahasannya ada pada serangan militer langsung dengan metode perang 
total war , yakni perang terbuka secara langsung dengan menggunakan taktik perang 
dalam melupuhkan lawan secara cepat dan terorganisisr dengan dukungan peralatan 
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dan persenjataan, yang diuntungkan adalah Belanda berhasil merebut statsiun Radio 
Republik sebelum Soekarno menyebarkan pidato peristiwa penyerbuan tersebut. 
Pertempuran ini melibatkan TNI, yang pada waktu itu masih tercerai berai 
diberbagai wilayah di luar Yogyakarta. Jenderal Soedirman pun meninggalkan 
Yogyakarta ke Ambarawa dan melakukan startegi gerilya. Yogyakarta sudah 
diduduki Belanda. Kemudian para panglima TNI membuat pertemuan di luar kota 
untuk membuat taktik gerilya dalam perebutan kembali Ibukota Negara Yogyakarta. 
A.H Nasution dan Jenderal Soeharto memimpin pasukan perebutan kembali Ibukota, 
dengan taktik gerilya, wilayah Yogya dan sebagian Jawa Tengah mengalami 
pertempuran gerilya. Pada akhirnya membuat Presiden Soekarno yang diasingkan ke 
Bangka membuat keputusan untuk menyelamatkan NKRI dengan membentuk 
Pemerintah Darurat Republik Indonesia di Bukitinggi dengan menunjuk Sjafrudin 
Prawiranegara untuk memimpin sebagi pejabat Presiden untuk menjalankan 
Pemerintahan Indonesia. 
Ketika Agresi Militer Belanda II berlangsung, pasukan Resimen Samodra 
dipimpin oleh Mayor R. Soehadi dengan wakil Kapten Ali Sadikin mendapat perintah 
dari Divisi III untuk meninggalkan Temanggung dan parakan merebut wilayah yang 
disebut dengan “Sub Wehrkreise Slamet-V (SWKS V) yang meliputi Pemalang – 
Pekalongan hingga Batang.
17
 Pemerintahan Karesidenan Pekalongan sekarang 
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bertempat di Daerah Karang Kobar, yaitu daerah yang berbatasan dengan wilayah 
Banjarnegara.
18
 Hal ini disebabkan karena perlawanan yang dilakukan di wilayah 
Karesidenan Pekalongan dapat di lumpuhkan oleh pasukan Belanda. 
Pemerintah Darurat Karesidenan setelah bertempat tinggal di Karang Kobar 
mengalami situasi yang sulit dimana para pejuang di wilayah Karesidenan 
menganggap pemerintah Karesidenan tidak mendukung perjuangan Indonesia, hal ini 
di dasarkan dengan sikap Residen Wali Al fatah yang lebih memilih meninggalkan 
wilayah Pekalongan dan tidak melakukan Perlawanan. Akibatnya jabatan dari Wali 
Al Fatah di copot secara sepihak oleh para pejuang yang masih bertahan di wilayah 
Karesidenan Pekalongan digantikan oleh R. Soedjono. 
Januari 1949, seluruh pasukan telah sampai di daerah Watukumpul, Pemalang 
Selatan di kaki Gunung Slamet. Disinilah terjadi pertempuran sengit antara para 
pejuang dengan tentara Belanda yang selanjutnya terkenal dengan sebutan 
Pertempuran Watukumpul. Setelahnya, pasukan ini juga gerilya dengan melakukan 
penghadangan dan penyergapan pasukan Belanda, diantaranya; membersihkan 
pasukan Belanda di desa Beji, penyergapan patroli Belanda di desa Jatibarang, 
penyerbuan pertama ke kota Pemalang dan penghadangan konvoi Belanda di 
Padeksan pada bulan Maret 1949. Selain itu Pasukan ini juga melakukan pertempuran 
dalam rangka Gerakan Pembersihan Tentara Pendudukan Belanda I, II, dan III yang 
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dilakukan hampir secara berurutan antara daerah Randudongkal dan Pangiringan 
pada Maret 1949. 
Akhir Maret 1949, Pasukan Indonesia menempatkan kekuatan induknya di desa 
Penggarit, Pemalang, untuk konsolidasi dan menyusun kekuatan. Kosentrasi pasukan 
di Penggarit ini, segera tercium Belanda
19
. Pada bulan April 1949, tentara Belanda 
dengan kekuatan yang cukup besar menyerbu Penggarit dengan menggelar operasi 
pembersihan kampung Penggarit. Pertempuran pun meletus dengan sengitnya dan 
berlangsung dari pagi hingga petang hari. Korban berjatuhan di kedua belah pihak. 
Menjelang sore, Belanda menarik mundur pasukannya karena melihat korban di 
pihaknya lebih banyak. Pasukan Belanda mundur dengan membawa kekalahan. 
Selain Penggarit, dua daerah lain yang diserbu Belanda yakni Wirodeso dan 
Petarukan juga dapat dipertahankan berkat bantuan pasukan Grup A. Pasukan segera 
melakukan „wingate action’, dengan gerakan perembesan menuju daerah yang 
menjadi tanggung jawabnya. Pergerakan pasukan ini melewati pegunungan mulai 
Sindoro, Prau, Rogo Jembangan hingga Gunung Slamet 
20
 
Pemerintah Karesidenan Pekalongan yang harus pindah ke wilayah lain 
melimpahkan masalah Perjuangan rakyat Indonesia kepada Pemerintahan Pusat,  
Pejuang-pejuang dari Batalyon III kembali ke Tegal pada bulan Januari 1949 setelah 
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melakukan perjalanan panjang (longmarch) yang melelahkan dan berbahaya. 
Beberapa hari kemudian mereka bersama anggota-anggota keluarganya disergap 
tentara Belanda dalam perjalanan
21
.  
Tindakan tentara Belanda yang menyergap pejuang padahal di tengah-tengah 
mereka ada wanita dan anak-anak, mereka berencana menyerang gudang senjata 
Belanda di Kaligua, Kabupaten Tegal. Lokasi gudang senjata ini sangat rahasia, tidak 
ada pejuang yang tahu. Masalah ini dipecahkan oleh kesediaan dua pemuda desa 
yang bersedia mencari lokasi gudang senjata ini. Rencana segera disusun : kompi 1, 2 
dan 3 menyerang gudang senjata, sedangkan kompi 4 bersembunyi di dekat tanjakan 
jalan yang menghubungkan Kaligua dengan Bumiayu. 
Jam 11 malam pejuang berangkat dengan dipandu oleh dua pemuda desa. Medan 
yang berbukit-bukit membuat perjalanan menjadi sulit, apalagi malam itu gerimis. 
Beberapa kali pejuang kita terpeleset ketika mendaki bukit akibat tanah yang becek. 
Rasa lelah dan pakaian kotor tidak mereka perdulikan. Menjelang fajar semua 
pejuang telah menempati posisi masing-masing. Jam 4 pagi serangan fajar dimulai. 
Sebenarnya Belanda sudah mengetahui kembalinya pejuang-pejuang Tegal dari 
longmarch, namun Belanda tidak mengira bahwa pejuang-pejuang yang masih 
kelelahan itu berani menyerang secepat ini. Apalagi Belanda yakin bahwa lokasi 
gudang senjata Kaligua tidak diketahui pejuang. Begitu pejuang-pejuang kita 
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menyerang, Belanda segera menelepon markas besarnya di Bumiayu. Bala bantuan 
tentara Belanda dalam jumlah banyak segera dikerahkan ke Kaligua. 
Kaligua di hari itu dipecahkan oleh suara tembakan dan ledakan. Belanda 
menghambur-hamburkan peluru senapan mesinnya ke segala arah. Granat 
dilemparkan ke lokasi-lokasi yang diduga menjadi tempat persembunyian pejuang. 
Persediaan amunisi Belanda sangat banyak, mereka tidak takut kehabisan peluru dan 
granat. Sebaliknya dengan pejuang kita yang pelurunya terbatas. Pejuang hanya 
menembak sasaran yang sudah jelas. Rupanya banyak pejuang kita yang jitu dalam 
menembak. Puluhan tentara Belanda tewas diterjang peluru pejuang. Paniklah 
Belanda, namun mereka mendapat berita gembira bahwa sebentar lagi bala bantuan 
dalam jumlah besar segera tiba dari Bumiayu. 
Ketika pertempuran sengit pecah di gudang senjata Kaligua, iring-iringan 
kendaraan militer Belanda melaju cepat dari arah Bumiayu. Di sebuah tanjakan terjal 
yang menuju ke Kaligua, truk paling depan berhenti sehingga semua kendaraan di 
belakangnya juga berhenti. Tanjakan yang terjal ditambah kondisi jalan yang licin 
akibat gerimis menyulitkan gerak maju kendaraan-kendaraan militer. Raungan keras 
mesin truk tidak mampu menaklukan tanjakan tersebut. Pada saat itulah pejuang-
pejuang dari kompi 4, yang sudah lama bersembunyi di tempat itu, beraksi.
22
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Truk yang penuh tentara Belanda dan tidak bergerak menjadi sasaran empuk 
granat pejuang. Tentara Belanda dengan panik berloncatan keluar dari truk untuk 
menghindari granat, tetapi mereka kemudian menjadi sasaran empuk peluru pejuang. 
Sebenarnya, jumlah tentara Belanda jauh lebih banyak daripada pejuang, 
persenjataannya pun jauh lebih banyak dan lebih canggih daripada milik pejuang. 
Namun kondisi medan perang lebih menguntungkan pejuang kita. Tak ada jalan 
untuk selamat bagi tentara Belanda selain pulang kembali ke Bumiayu. Bala bantuan 
tentara Belanda itu tidak dapat menolong kawan-kawannya di gudang senjata 
Kaligua, bahkan menolong dirinya sendiri pun mereka kewalahan. Rasa takut dan 
geram mengiringi kepulangan bala bantuan tentara Belanda itu. Sebelum pulang, 
Belanda menelepon markas besarnya untuk mengirim pesawar tempur ke Kaligua. 
Dua pesawat tempur Belanda terbang menuju lokasi pertempuran. Pilot-pilotnya 
berniat menghabisi semua pejuang untuk membalas kematian banyak tentara 
Belanda. Dalam hitungan menit kedua pesawat tempur itu sudah tiba di atas gudang 
senjata Kaligua. Pesawat-pesawat tempur itu memuntahkan ribuan peluru ke lokasi 
sekitar gudang senjata. Bom-bom dijatuhkan di tempat-tempat yang diduga menjadi 
lokasi pejuang. Hebat sekali serangan mereka, siapa saja yang ada di sekitar gudang 
senjata bisa dipastikan tewas. Tetapi serangan gencar kedua pesawat tempur ini sia-
sia, hanya membuang amunisi saja. Ketika kedua pesawat tempur ini tiba di Kaligua, 
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Serangan fajar di Kaligua memberikan kemenangan yang gilang-gemilang bagi 
pejuang kita. Dalam perang ini di pihak pejuang tidak ada yang gugur, hanya satu 
orang yang terluka yaitu seorang pemuda penunjuk jalan yang tertembak pahanya. 
Pemuda desa ini hanya diberi tugas sebagai penunjuk jalan, tidak boleh ikut 
bertempur karena tidak memiliki senjata. Namun semangat patriotismenya yang 
tinggi mendorong pemuda ini maju ke garis depan meski hanya berbekal senjata 
tradisional. Berapa jumlah tentara Belanda yang tewas dalam perang ini baru 
diketahui pejuang dua hari kemudian. Belanda melaporkan bahwa 97 tentaranya 
tewas akibat serangan fajar di Kaligua. 
 “Pertempuran sengit tidak dapat dielakkan lagi, hingga membuat beberapa 
pejuang berguguran,” setelah Belanda menguasai Desa Majalangu, pasukan TKR dan 
Hizbullah bergeser ke arah timur lewat bukit Banowati yang terkenal dengan hutan 
yang sangat rimba untuk melakukan perang gerilya. 
Dengan tempat persembunyian dan markas di Karanggedang. Para pejuang 
bertempur dengan semangat perang gerilya yang di pimpin komandan TKR. “Strategi 
perang gerilya yang dipimpin Ali Sadikin komandan pasukan TKR membuahkan 
hasil dengan memukul mundur pasukan belanda,” 
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C. Akhir Pendudukan Belanda di  Karesidenan Pekalongan 
Menghadapi semua perlawanan yang diberikan oleh pemerintah Republik 
Indonesia, selain cara diplomasi yang kerap dilakukan guna menyelesaikan konflik 
berkepanjangan antara Republik Indonesia dan Belanda. Gerilya yang dilakukan 
pasukan Indonesia dan dorongan dari dunia internasional membuat Belanda mau 
berunding dengan Indonesia dan melakukan perjanjian Roem-Royen. 
Perjanjian Roem Royen merupakan perjanjian yang dilakukan oleh pihak 
Indonesia dengan pihak Belanda, yang terjadi pada tanggal 14 April 1949 dan proses 
penandatanganan tanggal 7 Mei 1949 yang bertempat di Hotel Des Indes, Jakarta. 
Indonesia melakukan beberapa cara dalam menghadapi serangan Agresi Belanda. 
Pemimpin RI membiarkan dirinya ditangkap tentara Belanda dengan harapan bahwa 
opini dunia akan begitu tersinggung sehingga kemenangan militer Belanda akan 
berbalik menjadi kemenangan diplomasi Indonesia. Namun, tindakan tersebut 
disalahartikan oleh tentara. Para tentara merasa telah mengorbankan diri mereka 
untuk Indonesia, sedangkan para pemimpinnya dengan mudah menyerahkan dirinya 
kepada Belanda. Tentara Indonesia merasa bahwa hanya tinggal merekalah satu-
satunya penyelamat negeri. Akan tetapi, hal tersebut dapat diatasi. Mereka segera 
melakukan perang gerilya untuk mengusir tentara Belanda dari Indonesia. Taktik para 
pemimpin kita akhirnya berhasil. Dewan Keamanan PBB tersinggung, karena 
Belanda telah memperlakukan mereka secara tidak pantas atau tidak dihargai. 
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Sewaktu Belanda melancarkan agresinya, Komite Jasa-jasa baik sedang berada di 
Kaliurang, tempat yang dekat dengan terjadinya serangan oleh Belanda. 
Presiden Sukarno, sesaat sebelum ditangkap oleh tentara Belanda telah 
mengadakan rapat dan menunjuk Syafrudin Prawiranegara yang ketika itu sedang 
berada di Sumatera untuk segera menbentuk pemerintahan darurat jika pemerintah RI 
Yogyakarta tidak berfungsi lagi. Selain itu, Presiden Suakrno juga mengirim perintah 
kepada Sudarsono yang waktu itu sedang di New Delhi, India, untuk membentuk 




Pada akhirnya, PBB membentuk UNCI (United Nations Commission for 
Indonesia) yang biasa dikenal dengan Komisi PBB untuk Indonesia. Atas usaha 
UNCI inilah akhirnya berahsil diselenggarakan perjanjian Roem-Roijen yang dimulai 
pada pertengahan April 1949. Namun, perundingan mengalami kesulitan titik temu 
antara kedua belah pihak, sehingga baru berhasil disepakati pada awal Mei 1949. 
Hasil perundingan Roem-Roijen : 
1. Pernyataan Indonesia 
a. Perintah kepada TNI untuk menghentikan perang gerilya. 
b. Bekerja sama dalam  mengendalikan perdamaian, ketertiban, dan keamanan. 
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c. Turut serta dalam Konferensi Meja Bundar di Den Haag untuk mempercepat 
pengakuan kedaulatan kepada Negara Indonesia Serikat secara lengkap tanpa 
syarat. 
2. Pernyataan Belanda 
a. Menyetujui pemulihan pemerintahan RI di Yogyakarta. 
b. Menjamin penghentian operasi militer dan pembebasan semua tahanan 
politik. 
c. Menyetujui RI sebagai Negara bagian dalam Negara Indonesia Serikat. 
d. Berusaha sungguh-sungguh menyelenggarakan KMB di Den Haag. 
Sejak bulan Juni 1949, berlangsung persiapan pemulihan pemerintahan RI di 
Yogyakarta. Persiapan itu berlangsung di bawah pengawasan UNCI. Sejak tanggal 24 
sampai 29 Juni 1949, tentara Belanda ditarik dari kota Yogyakarta. Setelah itu, TNI 
memasuki kota Yogyakarta. Pada tanggal 6 Juni 1949, Presiden dan Wakil presiden 
serta para pemimpin lainnya kembali ke Yogyakarta. 
Dampak perjanjian Roem Royen yaitu setelah perjanjian tersebut kembalinya 
Sukarno dan Hatta ke Yogyakarta setelah diasingkan, Yogyakarta sebagai ibukota 
sementara dari Republik Indonesia, Penyerahan mandat Sjafruddin Prawiranegara 
sebagai presiden PDRI (Pemerintahan Darurat Republik Indonesia) kepada Ir 
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Soekarno, terjadinya gencatan senjata Belanda dan Indonesia, serta diadakanya 
Konferensi Meja Bundar (KMB). 
Akibat dari perjanjian ini pasukan Belanda menghentikan serangannya di 
berbagai wilayah Indonesia, begitupun di wilayah Karesidenan Pekalongan. Pasukan 
Belanda sebagian besar kembali kewilayah Perkotaan di bagian utara Kota 
Pekalongan, pasukan ini tidak lagi melakukan pengejaran terhadap para pasukan 
Indonesia yang berada di wilayah pegunungan. 
Hal ini di manfaatkan oleh para pasukan Indonesia untuk melakukan pertemuan 
yang dilakukan di daerah Wonosobo, pertemuan ini diikuti oleh berbagai kalangan, 
baik itu Tentara Indonesia, Laskar-laskar dan juga para pemimpin wilayah baik itu 
Residen maupun bupati. Begitupun dengan pemimpin karesidenan pekalongan yang 
menjabat pada waktu itu yaitu R. Soedjono yang juga ikut dalam pertemuan ini. 
Dalam pertemuan ini menghasilkan beberapa kebijakan seperti penolakan tentara 
Belanda berada di wilayah mereka dan upaya penyatuan barisan perlawanan di 
wilayah Jawa Bagian Tengah. 
Sementara itu pada bulan Agustus 1949, Presiden Soekamo sebagai Panglima 
Tertinggi di satu pihak dan Wakil Tinggi Mahkota Belanda di lain pihak 
memgumumkan perintah penghentian tembak-menembak. Perintah itu berlaku mulai 
tanggal 11 Agustus 1949 untuk Jawa dan 15 Agustus 1949 untuk Sumatra. Pada 
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tanggal 11 Agustus 1949, dibentuk delegasi Republik Indonesia untuk menghadapi 
Konferensi Meja Bundar. 
Delegasi itu terdiri dari Drs. Hatta (ketua), MR Moh. Roem, Prof Dr. Mr. 
Supomo, Dr. J. Leitnena„ Mr. Ali Sastroamicijojo, Ir. Djuanda, Dr. Sukiman, Mr. 
Suyono Hadinoto, Dr. Sumitro Djojohadikusumo, Mr. Abdul Karim Pringgodigdo, 
Kolonel T.B. Simatupang dan Mr. Muwardi. Delegasi BFO dipimpin oleh Sultan 
Hamid II dari Pontianak. Pada tanggal 23 Agustus 1949 Konferensi Meja Bundar 
dimulai di Den Haag, Belanda. Konferensi ini berlangsung hingga tanggal 2 
November 1949 dengan hasil sebagai berikut. 
1. Belanda mengakui Republik Indonesia Serikat (RIS) sebagai negara yang 
merdeka dan berdaulat.  
2. Status Karesidenan Irian Barat diselesaikan dalam waktu setahun, sesudah 
pengakuan kedaulatan. 
3. Akan dibentuk Uni Indonesia-Belanda berdasarkan kerja sama sukarela dan 
sederajat. 
4. Republik Indonesia Serikat mengembalikan hak milik Belanda dan 
memberikan hak-hak konsesi dan izin baru untuk perusahaan-perusahaan 
Belanda.  
5. Republik indonesia Serikat harus membayar semua utang Belanda yang ada 
sejak tahun 1942. 
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Sementara itu, pada tanggal 29 Oktober 1949 dilakukan penandatanganan 
bersama piagam persetujuan Konstitusi Republik Indonesia Serikat antara Republik 
Indonesia dengan BFO. Di samping itu, hasil keputusan Konferensi Meja Bundar 
diajukan kepada Komite Nasional indonesia Pusat (KNIP). Selanjutnya, KNIP 
bersidang dari tanggal 6-14 Desember 1949 untuk membahas hasil KMB. 
Pembahasan hasil keputusan KMB oleh KNIP dilakukan dengan cara pemungutan 
suara, hasil yang dicapainya adalah 226 suara setuju, 62 suara menolak, dan 31 suara 
meninggalkan sidang 
. Dengan demikian, KNIP menerima KMB. Pada tanggal 15 Desember 1949 
diadakan pemilihan Presiden RIS dengan calon tunggal Ir. Soekarno dan terpilih 
sebagai presiden. Kemudian dilantik dan diambil sumpahnya pada tanggal 17 
Desember 1949. Kabinet RIS di bawah pimpinan Drs. Moh. Hatta. Drs. Moh. Hatta 
dilantik sebagai perdana menteri oleh Presiden Soekarno pada tanggal 20 Desember 
1949. Selanjutnya pada tanggal 23 Desember 1949 delegasi RIS berangkat ke negeri 
Belanda untuk menandatangani akta penyerahan kedaulatan. Pada tanggal 27 
Desember 1949, baik di Indonesia maupun di negeri Belanda dilaksanakan upacara 
penandatanganan akta penyerahan kedaulatan. 
 Sehari setelah pengakuan kedaulatan, sebagai hasil Konferensi Meja Bundar 
(KMB) pada 28 Desember 1949, Presiden Sukarno kembali ke Jakarta. Secara 
otomatis fungsi Yogyakarta sebagai pusat pemerintahan Republik berakhir. Untuk 
kali pertama, Konstitusi menunjuk ibukota negara. Dalam pasal 68 Konstitusi RIS 
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disebutkan, “Pemerintah berkedudukan di ibukota Jakarta, kecuali jika dalam hal 
darurat pemerintah menentukan tempat yang lain.
25” 
Dengan penyerahan kedaulatan itu, secara formal Belanda mengakui 
kemerdekaan Indonesia dan mengakui kekuasaan negara Indonesia di seluruh bekas 
wilayah Hindia Belanda. Peristiwa ini menyebabkan pasukan Belanda yang berada di 
wilayah Indonesia harus pergi, dan begitu pula di wilayah Karesidenan Pekalongan. 
Pusat pemerintahan yang harus pindah pasca penyerangan Belanda pun telah kembali 
ke Wilayah aslinya yaitu Kota Pekalongan. 
Masyarakat dan para pemimpin perlawanan di Karesidenan Pekalongan yang 
telah pergi dari kota pekalongan pun kembali setelah mendengar tentang persetujuan 
Indonesia-Belanda dalam KMB
26
. Hal ini dilakukan bertahap karena banyaknya 
masyarakat yang harus di angkut dari tempat sebelumnya seperti Wonosobo maupun 
Banjarnegara ke Pekalongan. Pada tanggal 29 Desember 1949 Pemerintahan 
Karesidenan Pekalongan akhirnya bisa kembali menempati tempat Residen di pusat 
Kota Pekalongan, dengan ini maka pemerintahan Darurat Kresidenan Pekalongan 
telah Berakhir.  
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Usaha mempertahankan kemerdekaan Indonesia di awal-awal kemerdekaan 
menjadi sebuah tantangan bagi negara Indonesia. Belanda yang sudah dikalahkan 
Jepang pada 1942 ternyata kembali dengan ambisi menguasai kembali Indonesia. 
Belanda datang kembali ke Indonesia dengan diboncengi sekutu yang menamakan 
dirinya Netherland Indies Civil Administration (NICA). tentu hal ini membuat 
pemerintah harus berusaha keras dalam mempertahankan Pemerintahan Republik. 
Wilayah Karesidenan Pekalongan, proklamasi membawa dua arah angin yang 
berbeda, di satu sisi rakyat menanggapinya dengan penuh kegembiraan terutama di 
kalangan nasionalis namun di sisi lain disambut kebingungan oleh kalangan elite 
birokrasi. Akhirnya Proklamasi melahirkan dilema bagi para pejabat setempat dalam 
menentukan sikap terhadap pejabat sipil dan militer yang masih berkuasa di 
Karesidenan Pekalongan. 
Saat Agresi Militer Belanda  I, dinamika perjuangan masyarakat Karesidenan 
Pekalongan dilakukan di berbagai wilayah seperti Perlawanan pertama di lakukan di 
wilayah Kabupaten Brebes, perlawanan yang dilakukan di daerah Bumiayu, Tanjung 
dan Plompong. Perlawanan berikutnya dilakukan di wilayah Tegal, perlawanan di 
Tegal di lakukan oleh pasukan ALRI (Angkatan Laut Republik Indonesia), setelah 
dapat menguasai wilayah Tegal dan Brebes pasukan Belanda mencoba menguasai 
kota Pekalongan yag merupakan pusat pemerintahan dari Karesidenan Pekalongan, 
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Sebelum mencapai pusat kota Pekalongan pasukan Belanda menghadapi perlawanan 
di Pemalang dan Seragi. 
Perlawanan yang dilakukan di Pekalongan tidaklah mudah terbukti dengan 
banyaknya korban jiwa yang harus menjadi korban dari serangan pasukan Belanda, 
namun semangat perlawanan tetap dilakukan. Kedatangan pasukan Belanda ke 
wilayah Karesidenan Pekalongan telah menyebabkan pemerintah Karesidenan 
Pekalongan menyingkir atau mengungsi ke kecamatan Lebakbarang dan 
Karangkobar. 
Jalannya Pemerintahan Darurat Karesidenan Pekalongan setelah bertempat 
tinggal di Karangkobar mengalami situasi yang sulit dimana para pejuang di wilayah 
Karesidenan menganggap Pemerintah Karesidenan tidak mendukung perjuangan 
Indonesia, hal ini di dasarkan dengan sikap Residen Wali Al fatah yang lebih memilih 
meninggalkan wilayah Pekalongan dan tidak melakukan Perlawanan. Akibatnya 
jabatan dari Wali Al Fatah di copot secara sepihak oleh para pejuang yang masih 
bertahan di wilayah Karesidenan Pekalongan digantikan oleh R. Soedjono. Setelah di 
angkatnya residen baru perlawanan di Karesidenan Pekalongan kembali berlangsung, 
seperti perlawanan Gerakan Antareja Republik Indonesia (GARI), dan Gerilya 
Republik Indonesia (GRI).  Gerakan perlawanan yang diperlihatkan kedua kelompok 
pasukan ini, beberapa bulan kemudian diikuti juga satuan Hizbullah, Selain itu  
Ketika Agresi Militer Belanda II berlangsung, pasukan Resimen Samodra dipimpin 
oleh Mayor R. Soehadi dengan wakil Kapten Ali Sadikin mendapat perintah dari 
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Divisi III untuk meninggalkan Temanggung dan parakan merebut wilayah yang 
disebut dengan “Sub Wehrkreise Slamet-V (SWKS V) yang meliputi Pemalang – 
Pekalongan hingga Batang. 
Perlawanan terhadap pasukan Belanda juga di lakukan di wilayah 
Watukumpul, Pemalang Selatan di kaki Gunung Slamet. Disinilah terjadi 
pertempuran sengit antara para pejuang dengan tentara Belanda yang selanjutnya 
terkenal dengan sebutan Pertempuran Watukumpul. 
Perseteruan antara Republik Indonesia dan pihak Belanda bukan hanya di 
selesaikan dengan pertempuran saja, namun juga dengan Perundingan Diplomasi, 
tercatat semenjak penyerangan pada 21 Juli 1945 telah berlangsung Perundingan 
sebanyak 3 kali. Pada perundingan yang pertaman yaitu Renville, menghasilkan 
kesepakatan salah satunya adalah bahwa Belanda hanya mengakui wilayah Indonesia 
meliputi Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera. Akhirnya, seluruh pasukan RI 
harus meninggalkan daerah pendudukan dan menuju daerah yang diakui sebagai 
bagian dari RI. 
Setelah perjanjian Renville, perjanjian lain yang melibatkan Indonesia dan 
Belanda adalah Perjanjian Roem Royen dan Konferensi Meja Bundar (KMB), dari 
pihak Indonesia dan Pihak Belanda besepakat bahwa pasukan Belanda menghentikan 
serangannya di berbagai wilayah Indonesia dan dengan penyerahan kedaulatan, 
secara formal Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia dan mengakui kekuasaan 
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negara Indonesia di seluruh bekas wilayah Hindia Belanda. Peristiwa ini 
menyebabkan pasukan Belanda yang berada di wilayah Indonesia harus pergi 
meninggalkan wilayah yang dikuasai sebelumnya. 
Setelah dilakukannya perjanjian KMB menyebabkan situasi di Karesidenan 
Pekalongan menjadi kondusif, terbukti pada tanggal 29 Desember 1949 Pemerintahan 
Karesidenan Pekalongan akhirnya bisa kembali menempati tempat Residen di pusat 
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